
























BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun 

rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan 

tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka 

panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap 

Daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

(RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).  

Sementara itu secara berkesinambungan dengan pembuatan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga 

mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang 

disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. 

Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS).  

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Sidayu tahun 2023 

yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan 

memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui 

penyelenggaraan  Musrenbang  tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang 

untuk keterpaduan Rencana Kerja (Renja)  SKPD.  

Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik sebagai 

Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2022 ini menyusun Rencana Kerja (Renja) 

Kecamatan Sidayu tahun 2023. Renja SKPD merupakan dokumen rencana 

pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan 

RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja 

pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya.  

Rencana Kerja Kecamatan Sidayu tahun 2023, merupakan rencana 

pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi 

Bupati dan Wakil Bupati Gresik terpilih periode 2021-2026. Visi dan Misi tersebut akan 

menjadi arah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 

lima tahun ke depan, yaitu : 



VISI : 

“ Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan 

Berkemajuan Berlanfaskan Akhlakul Karimah “ 

 Secara filosofi pokok-pokok visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang 

terkandung di dalamnya, yaitu : 

1. Gresik Yang Mandiri : Kemandirian dalam konteks kedaerahan merupakan 

kehidupan bermasyarakat yang menjadi salah satu tujuan yang selalu ingin 

dicapai setiap daerah. Mandiri adalah sebuah bentuk kemampuan yang dapat 

mengoptimalkan apa yang dimiliki (sumberdaya) dan mengembangkannya 

(potensi) sehingga dapat menjadi sebuah bentuk kekuatan daerah yang mampu 

berkompetensi serta beradaptasi dengan perubahan zaman. Maka baik 

pemerintah dan masyarakat Gresik secara kolektif kolegial mampu memenuhi 

kewajibannya baik domestic maupun internasional. Adapun kemandirian 

ekonomi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, 

berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Kemandirian 

ekonomi dalam hal ini adalah dengan memiliki sumber daya manusia yang 

kreatif, terampil dan kompetitif, yang kemudian dikolaborasikan dengan 

penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pengelolaan sumber daya 

alam, tata kelola pemerintahan, dan pengambilan keputusan sehingga 

mewujudkan kemandirian daerah. 

2. Gresik yang Sejahtera : Sejahtera adalah suatu kehidupan dan penghidupan 

sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan 

ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk 

mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasman, rohani dan social 

yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Kehidupan yang 

layak dengan terpenuhinya hak hak masyarakat, yang aman dari rasa 

kekhawatiran akan potensi-potensi ancaman pada masyarakat seperti terorisme 

atau potensi bencana alam, memperoleh pekerjaan yang layak serta mampu 

mendapatkan akses di dunia usaha dan tidak tersisihkan dalam kehidupan social 

3. Gresik yang Berdaya Saing : Daya saing sangat berhubungan dengan 

kemampuan dan kapasitas pembangunan sebuah daerah. Strategi 

pembangunan infrastruktur akan mempengaruhi daya saing sebuah daerah yang 

nantinya untuk menunjang peningkatan disegala sektor. Pembangunan 

infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktifitas perekonomian serta 

mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah utara dan selatan, kota 

dan desa serta konektivitas dengan pulau bawean. Salah satu focus dari 



pembangunan ini adalah pada pembangunan antar wilayah produksi dengan 

wilayah distribusi, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang 

menunjang kemudahan untuk mengakses segala kebutuhan pokok masyarakat, 

ada pula pembangunan infrastruktur konektivitas multimoda yang mampu 

menciptakan pertumbuhan ekonomi seperti pada pembangunan fasilitas 

transportasi kereta api guna menunjang pembangunan di area 

GEBANGKERTASUSILA hingga transportasi laut antar pulau seperti pada pulau 

bawean. Kedepan pembangunan ini akan berdampak pada peningkatan 

perekonomian masyarakat Kabupaten Gresik serta terciptanya tata kota yang 

modern, inovatif dan berkeadilan. 

4. Gresik yang Berkemajuan : Berkemajuan disini terkait bahwa seluruh 

rangkaian pembangunan yang dilakukan di Gresik bertujuan untuk membawa 

warga Gresik menjadi warga yang unggul, berorientasi ke depan, memiliki sikap 

optimisme menatap masa depan dan memiliki kapasitas kecerdasan intelektual, 

emosional dan spiritual yang tinggi serta pembangunan karakter. Untuk 

membentuk insan warga Gresik yang memiliki karakter otientasi kemajuan, 

maka pemerintah wajib mewujudkan kemudahan dalam mengakses pendidikan 

dan fasilitas keehatan yang inovatif dan kolaboratif yang mampu memunculkan 

warga yang memiliki kemampuan untuk dapat bekerja sama dan berkolaborasi 

dalam mendorong kemajuan sera memiliki karakter yang kuat. 

5. Gresik yang Berlandaskan Akhlakul Karimah : Seluruh dimensi visi 

pembangunan Gresik diatas dilandasi oleh Akhlakul Karimah. Akhlakul Karimah 

atau akhlak yang mulia adalah keadaan mentalitas warga Gresik memiliki 

keadaan sosial, karakter luhur, kesalehan sosial. Pemerintah Gresik 

bertanggung jawab untuk membawa masyarakat memiliki akhlak yang mulia 

atau akhlakul karimah berbasis pada nilai-nilai budaya dan keagamaan. Akhlak 

ini tidak hanya menegaskan tentang karakter manusia Gresik, namun juga 

menjadi jiwa dalam seluruh aspek mulai dari pelayanan public, pendekatan 

pembangunan hingga kebijakan secara umum. Melalui pembangunan karakter 

manusia yang berakhlakul karimah bahwa pembangunan di Gresik tidak hanya 

mengejar pemenuhan material namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas 

warga yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi 

berbasis kehiduan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan 

ajaran-ajaran agama. Dengan akhlakul karimah maka orientasi pembangunan di 

Gresik mendorong untuk membangun warga yang memiliki solidaritas yang 

tinggi, menghormati keragaman dan perduli terhadap nilai-nilai toleransi, 

memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter. Didalam pemerintahan 

penerapan Akhlakul Karimah juga dijadikan prinsip yang akan mewujudkan 



pemerintahan yang bersih, anti korupsi serta tanggap dan akuntabel. Hal ini 

bertujuan agar setiap warga dan juga pemerintah memiliki pandangan tujuan 

yang sama dalam segi pembangunan karakter. 

MISI:  

 Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan 

untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimakud serta dengan berlandaskan 

kepada makna visi Kabupaten Gresik, maka ditetapkan misi Kabupaten Gresik 2021 - 

2026 sebagai berikut : 

1. Misi ke-1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta 

mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif; 

2. Misi ke-2 : Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa 

dan Menata Kota; 

3. Misi ke-3 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan 

antar wilayah 

4. Misi ke-4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan 

Berakhlakul Karimah 

5. Misi ke-5 : Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan 

kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik 

 

1.2. Landasan Hukum  

 

Adapun ketentuan peraturan perundangan sebagai landasan penyusunan Rencana 

Kerja (Renja) OPD Kecamatan tahun  2023, antara lain   meliputi : 

 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4421); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-



Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang 

Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran  Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030. 



13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 02 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun 2021 – 2026. 

 

1.3 Maksud Dan Tujuan 

           1.3.1.  Maksud 

1 Rencana Kerja Kecamatan Sidayu   disusun dengan maksud sebagai 

pemandu bagi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan  

Kecamatan Sidayu Tahun 2023; 

2 Mengoptimalkan peran dan fungsi Kecamatan dalam pembangunan 

daerah; 

3 Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang akuntabel, 

partisipatif dan tepat sasaran; 

4 Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna 

dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam 

mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Sidayu. 

        1.3.2. Tujuan 

1.  Untuk Memberikan arahan dan pedoman bagi Kantor Camat Sidayu dalam 

melaksanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan 

2.  Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan 

penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan satu 

tahun kedepan; 

3.  Membuat acuan perencanaan yang memuat Tujuan dan sasaran, Kebijakan, 

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

OPD Kecamatan; 

 

1.4 Sistematika Penulisan 
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BAB II 

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SIDAYU TAHUN LALU 

 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sidayu Tahun 2021 dan Capaian 

Renstra Kecamatan Sidayu 

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan 

atas kinerja  kegiatan, dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu  (n-2) 

program dan kegiatan  yang direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan 

target kinerja , untuk Renja tahun berjalan (n-1)  pelaksanakan program dan 

kegiatan  sampai  awal tahun 2021, review hasil pelaksanaan Renja terhadap 

Renstra OPD Kecamatan  Sidayu tahun 2016 - 2021 ada beberapa  Program  

kegiatan dan Sub Kegiatan yang  realisasi pelaksanaannya belum mencapai 

target capaian pada Renstra karena kegiatan tersebut akan dilaksanakan 

menyesuaikan jadual kegiatan dan penyerapan anggaran yang telah ditentukan. 

2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil yang 

direncanakan adalah  Program  Pelayanan Administrasi Perkantoran pada 

Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  

2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target hasil yang direncanakan 

untuk program kegiatan Pelayanan Administrasi perkantoran adalah kegiatan : 

           - Penyediaan Jasa surat menyurat 

     - Penyediaan jasa komuniikasi, sumber daya air dan listrik 

     - Peyediaan jasa jaminan barang milik daerah 

          - Penyediaan jasa administrasi keuangan 

          - Pennyediaan jasa kebersihan kantor 

          - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja  

          - Penyedian alat tulis kantor 

          - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

          - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 

          - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

          - penyediaan buku bacaan dan peraturan perundang-undangan 

          - Penyediaan makanan dan minuman 

          - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi  

  



2.1.3 Pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yaitu kegiatan 

pemeliharan rutin/berkala rumah dinas, pemeliharaan rutin berkala gedung 

kantor  dan pemeliharaan rutin berkala kendaraaan dinas/operasional kegiatan 

tersebut telah memenuhi target kinerja, Program Peningkatan pengembangan 

system pelaporan capaian kinerja dan keuangan terdapat kegiatan Penyusunan 

laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD serta kegiatan 

Penyusuanan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah masing-masing 

kegiatan tersebut telah memenuhi target.  

2.1.4  Program Partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan pelaksanaan  

kegiatan Musrenbang desa dan Kecamatan kegiatan ini dilaksanakan setiap 

tahun dan telah memenuhi target, Program penataaan administrasi 

kependudukan dengan kegiatan Sosialisasi Kebijakan kependudukan telah 

dilaksanakan dan memenuhi target kinerja kegiatan, Program peningkatan 

keamanan dan kenyamanan lingkungan yang setiap tahun dilaksanakan telah 

memenuhi target kinerja 

2.1.5   Realisasi Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam 

pembangunan  dengan kegiatan Pembinaan PKK dan  organisasi wanita yang 

pelaksanaannya telah melebihi target  kegiatan  

2.1.6.   Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya  atau yang melebihi target kinerja 

program/kegiatan dari uraian tersebut diatas untuk Penyediaan jasa komuniikasi, 

sumber daya air dan listrik kegiatan tersebut tidak memenuhi target  karena 

kegiatan tersebut pemakaian tidak bisa di prediksi/atau pembayaran rekening 

naik/turun mengikuti tagihan rekening. 

  

 

 

 



Tabel  2.1 (T-C.29) 

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 

Kabupaten Gresik 

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sidayu  

 
      

 

      Kode Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintah Daerah dan 

Program / Kegiatan/ Sub 
Kegiatan  

Indikator Kinerja 
Program (Outcome) / 

Kegiatan (Output) 

Target Kinerja 
Capaian Program 

Renstra PD  

Realisasi 
Target 
Kinerja 
Hasil 

Program 
dan 

Keluaran 
Kegiatan 

s.d 
Tahun(n-
3) 2020 

Target dan Realisasi Kinerja 
Program dan Kegiatan Tahun 

2021 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 
Renja PD 

Tahun 
(n-1) 
2022 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra 
Kecamatan Sidayu s/d 

Tahun 2022 

Target 
Renja 

PD 
tahun 
(n-2) 
2021 

Realisasi 
Renja 

PD 
Tahun 
(n-2) 
2021 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 
Program 

dan 
kegiatan 

s/d 
Tahun 
(n-1) 

2022  % 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 
Target 

Renstra (%) 

1 2 3 4 5 6 7 (8)=(7)/(6) 9 10 (11)=(10)/(4) 

    
Urusan 

  
 

      

   
 

Bidang Urusan  
  

      

7 1 1 
 

PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Persentase Fasilitasi 
terhadap pelaksanaan 
Tupoksi Perangkat 
Daerah 

 
 

100 % 

 
 
 100 % 100 %  100 %   

7 1 1.2 1 

Perencanaan,     
Penganggaran,     dan     
Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen 

Perencanaan , 

pengganggaharan dan 

Evaluasi 

13 

Dokumen/Laporan  

 

 

   

5 

Dokumen 

dan 14 

Laporan  

 

  

7 1 1.2 1.1 
Penyusunan  Dokumen  

Perencanaan  Perangkat 

Jumlah Dokumen 

Perencanaan  
 5 buku  

 

2 Buku 2 Buku  
 1 buku  

  



Daerah 

7 1 1.2 1.2 

Koordinasi   dan   

Penyusunan   Dokumen   

RKA- SKPD 

Jumlah Dokumen RKA  10 buku  

 

   
 10 buku  

  

7 1 1.2 1.3 

Koordinasi       dan       

Penyusunan       Dokumen 

Perubahan RKA-SKPD 

Jumlah Dokumen 

Perubahan RKA 
 10 buku  

 

   
 10 buku  

  

7 1 1.2 1.4 

Koordinasi dan 

Penyusunan DPA-SKPD 
Jumlah Dokumen DPA  17 buku  

 

   
 17 buku  

  

7 1 1.2 1.5 

Koordinasi   dan  

Penyusunan   Perubahan  

DPA- SKPD 

Jumlah Dokumen 

Perubahan DPA 
 13 buku  

 

   
 13 buku  

  

7 1 1.2 1.6 

Koordinasi  dan  

Penyusunan  Laporan  

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD 

Jumlah Laporan  5 Laporan  

 

6 
Laporan 

6 
Laporan 

 

 5 

Laporan    

7 1 1.2 1.7 

Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 
Jumlah Laporan  2 laporan  

 

   

 2 

laporan    

7 1 1.2 2 

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen 

pelaporan Kinerja dan 

Administrasi Keuangan 

12 bulan 

 

   
12 bulan 

  

7 1 1.2 2.1 

Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 

Jumlah ASN Penerima 

Gaji dan Tunjangan 
 24 orang  

 
22 

Orang 
22 orang  

 24 orang  
  



 

7 1 1.2 2.5 

Koordinasi  dan  

Penyusunan  Laporan  

Keuangan Akhir Tahun 

SKPD 

Jumlah Laporan/Buku 

Keuangan Akhir Tahun 
 1 buku  

 

1 Buku 1 Buku  
 1 buku  

  

7 1 1.2 2.7 

Koordinasi  dan  

Penyusunan  Laporan  

Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/ Semesteran 

SKPD 

Jumlah Laporan 

Keuangan Bulanan, 

Triwulan, Semesteran 

SKPD 

 3 Laporan  

 

   

 3 

Laporan    

7 1 1.2 5 

Administrasi 

Kepegawaian Perangkat 

Daerah 

Jumlah Peserta 

Pembinaan  

Administrasi 

Sumberdaya Aparatur di 

Kecamatan 

31 orang 

 

   
31 orang 

  

7 1 1.2 5.9 

Pendidikan  dan  

Pelatihan  Pegawai  

Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi 

Jumlah Peserta 

Pelatihan Pegawai  
 31 Orang  

 

31 
orang 

31 orang  

 31 

Orang    

7 1 1.2 6 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Jumlah fasilitasi 

terhadap pelaksanaan 

Tupoksi Perangkat 

Daerah 

12 bulan 

 

   
12 bulan 

  

7 1 1.2 6.1 

Penyediaan Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Jumlah belanja 

Komponen Listrik 
 54 buah  

 

   
 54 buah  

  



Bangunan Kantor 

7 1 1.2 6.2 

Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

Jumlah peralatan dan 

Perlengkapan kantor 

yang tersedia 

54 jenis 

 

54 jenis 54 jenis  
54 jenis 

  

7 1 1.2 6.4 

Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor 

Jumlah kegiatan 

kantor yg disediakan 

makan dan minum 

 18 Kegiatan  

 

18 
kegiatan 

18 
kegiatan 

 

 18 

Kegiatan    

7 1 1.2 6.5 

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

Jumlah barang cetak 

dan penggandaan 

 2 Jenis  

 

2 Jenis 2 Jenis  
 2 Jenis  

  

7 1 1.2 6.6 

Penyediaan    Bahan    

Bacaan    dan    Peraturan 

Perundang-undangan Jumlah bahan bacan 

 1 Jenis  

 

1 Jenis 1 Jenis  
 1 jenis  

  

7 1 1.2 6.7 

Penyediaan 

Bahan/Material 
Jumlah Materai/Buku 

cek  

 300 lembar/2 

buku  

 

   

 300 

lembar/2 

buku  
  

7 1 1.2 6.9 

Penyelenggaraan      

Rapat      Koordinasi      

dan 

Konsultasi SKPD 

Jumlah pelaksanaan 

rapat-rapat koordinasi 

dan konsultasi 

12 bulan 

 

12 
Bulan 

12 
Bulan 

 
12 bulan 

  

7 1 1.2 7 

Pengadaan   Barang   

Milik   Daerah   

Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Jumlah Pengadaan 

Barang Milik Daerah 

Kecamatan Sidayu 

6 jenis 

 

   
6 jenis 

  



Daerah 

7 1 1.2 7.5 
Pengadaan Mebel 

Jumlah belanja 

pengadaan mebel 

kantor 

 1 jenis  

 

   
 1 jenis  

  

7 1 1.2 7.6 

Pengadaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

Jumlah pengadaan 

peralatan dan mesin 

lainnya 

 5 jenis  

 

   
 5 jenis  

  

7 1 1.2 8 

Penyediaan        Jasa        

Penunjang        Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Jumlah fasilitasi 

terhadap pelaksanaan 

Tupoksi Perangkat 

Daerah 

12 bulan 

 

   
12 bulan 

  

7 1 1.2 8.2 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik 

Jumlah Jasa 

operasional Telp. Dan 

listrik yang di bayar 

12 bulan 

 

12 
Bulan 

12 
Bulan 

 
12 bulan 

  

7 1 1.2 8.4 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 

Jumlah fasilitasi 

pembayaran jasa  

Administrasi Kantor 

12 bulan 

 

12 
Bulan 

12 
Bulan 

 
12 bulan 

  

7 1 1.2 9 

Pemeliharaan  Barang  

Milik  Daerah  Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Jumlah fasilitasi 

Pemeliharaan  terhadap 

sarana prasarana 

Aparatur 

12 bulan 

 

12 
Bulan 

12 
Bulan 

 
12 bulan 

  

7 1 1.2 9.6 

Pemeliharaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya 

Jumlah pemeliharaan 

peralatan & mesin yg 

dilaksanakan 

12 bulan 

 

12 
Bulan 

12 
Bulan 

 
12 bulan 

  



7 1 1.2 9.9 

Pemeliharaan/Rehabilitasi  

Gedung  Kantor  dan 

Bangunan Lainnya 

Jumlah pemeliharaan 

gedung kantor dan 

bangunan lainnya 

 3 unit  

 

3 Unit  3 Unit  
 3 unit  

  

7 1 1.2 9.11 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

  Jumlah pemeliharaan 

sarana dan prasarana 

pendukung gedung 

kantor 

 20 unit  

 

20 unit 20 unit  20 unit   

7 1 2  

PROGRAM                            

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK 

Tingkat Kematangan 

Pelayanan Publik 
  

 

      

7 1 2.2 2 

Penyelenggaraan   

Urusan   Pemerintahan   

yang 

Tidak  Dilaksanakan  oleh  

Unit  Kerja  Perangkat 

Daerah yang Ada di 

Kecamatan 

Nilai Survey Kepuasan 

Masyarakat 
95 

 

95 98,90  
82 

  

7 1 2.2 2.3 

Peningkatan  Efektifitas  

Pelaksanaan  Pelayanan 

kepada Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan 

Jumlah peserta 

Sosialisasi Administrasi 

Kependudukan 

 147 peserta  

 

63 
Peserta 

63 
Peserta 

 

 147 

peserta    

7 1 3  

PROGRAM      

PEMBERDAYAAN      

MASYARAKAT 

DESA DAN KELURAHAN 

Persentase RKPDes yang 

ditetapkan tepat waktu 
100% 

 

   
100% 

  



    
  

Persentase Musrenbang 

Kelurahan yang 

difasilitasi 

100% 

 

   
100% 

  

    
  

Persentase Pelaku 

Ekonomi di Wilayah 

Kecamatan yang 

difasilitasi 

37% 

 

   
37% 

  

    
  

Persentase Lembaga 

Ekonomi Masyarakat 

yang difasilitasi 

70% 

 

   
70% 

  

    
  

Persentase Lembaga 

Kemasyarakatan tingkat 

Kecamatan yang dibina 

57% 

 

   
57% 

  

7 1 3.2 1 

Koordinasi Kegiatan 

Pemberdayaan Desa 

Jumlah pelaksanaan 

koordinasi 

pemberdayaan desa 

28 Kegiatan 

 

28 
kegiatan 

28 
kegiatan 

 

28 

Kegiatan   

7 1 3.2 1.1 

Peningkatan     Partisipasi     

Masyarakat     dalam 

Forum  Musyawarah  

Perencanaan  

Pembangunan 

di Desa 

Jumlah Peserta 

Musrenbang 
 100 orang  

 

100 
orang 

100 
orang 

 

 100 

orang    

7 1 3.2 1.2 

Sinkronisasi Program 

Kerja dan Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat yang 

Jumlah buku RKPDes 21 buku 

 

21 buku 21 buku  
21 buku 

  



Dilakukan oleh 

Pemerintah dan Swasta di 

Wilayah Kerja Kecamatan 

7 1 3.2 1.3 

Peningkatan  Efektifitas  

Kegiatan  Pemberdayaan 

Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan 

Jumlah Pembinaan 

Lembaga Ekonomi dan 

UMKM / pelaku usaha 

kecil menengah   

 25 kegiatan  

 

22 
Kegiatan 

22 
Kegiatan 

 

 25 

kegiatan    

7 1 3.2 3 

Pemberdayaan       

Lembaga       

Kemasyarakatan 

Tingkat Kecamatan 

Persentase Lembaga 

Kemasyarakatan tingkat 

Kecamatan yang dibina 

100% 

 

100% 100%  
100% 

  

7 1 3.2 3.1 

Penyelenggaraan 

Lembaga Kemasyarakatan 

Jumlah Lembaga Yang 

Dibina 
5 lembaga 

 
3 

lembaga 
3 

lembaga 
 

5 

lembaga   

7 1 4  

PROGRAM   KOORDINASI   

KETENTRAMAN   DAN 

KETERTIBAN UMUM 

Persentase Penyelesaian 

Konflik di Kecamatan 

yang difasilitasi 

100% 

 

100% 100%  
100% 

  

7 1 4.2 1 

Koordinasi            Upaya            

Penyelenggaraan 

Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 

Jumah pelaksanaan 

Koordinasi 

Penyelenggaraan 

Trantibum. 

12 bulan 

 

12 
bulan 

12 
bulan 

 
12 bulan 

  

7 1 4.2 1.1 

Sinergitas dengan 

Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, 

Tentara Nasional 

Indonesia  dan Instansi 

Vertikal di Wilayah 

Jumlah Peserta yang 

mengikuti Pembinaan 

Linmas Desa 

25 org 

 

25 
orang 

25 orang  
25 org 

  



Kecamatan 

7 1 4.2 1.2 

Harmonisasi  Hubungan  

dengan  Tokoh  Agama 

dan Tokoh Masyarakat 

Jumlah Konflik/Kegiatan 

Keagamaan yang di 

Fasilitasi 

 28 org  

 

   
 28 org  

  

7 1 4.2 2 

Koordinasi Penerapan dan 

Penegakan Peraturan 

Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah 

Prosentase pelanggaran 

yang tertangani 
100% 

 

100% 100%  
100% 

  

7 1 4.2 2.1 

Koordinasi/Sinergi 

dengan Perangkat Daerah 

yang Tugas dan Fungsinya 

di Bidang Penegakan 

Peraturan Perundang-

Undangan dan/atau 

Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 

Jumlah koordinasi dan 

Pelaksanaan kegiatan 

penegakan Perda dan 

Perkada 
4 kali 

 

4 kali 4 kali  
4 kali 

  

7 11 5 
 

PROGRAM       

PENYELENGGARAAN       

URUSAN 

PEMERINTAHAN UMUM 

Persentase Penugasan 

Kepala Daerah yang 

difasilitasi 

100% 

 

   
100% 

  

7 11 5.1 
1 

Penyelenggaraan  Urusan  

Pemerintahan  Umum 

Sesuai Penugasan Kepala 

Daerah 

Jumlah 

kewenangan/penugasan 

yang dilimpahkan 

1 kegiatan 

  

 

 

  

1 

kegiatan   

7 11 5.1 
1.4 

Pembinaan Kerukunan 

Antar Suku dan Intra 

Jumlah koordinasi dan 

Pelaksanaan kegiatan 
4 kali  

   
4 kali 

  



Suku, Umat Beragama, 

Ras, dan Golongan 

Lainnya Guna 

Mewujudkan Stabilitas 

Keamanan Lokal, 

Regional, dan Nasional 

penegakan Perda dan 

Perkada 

7 1 6  

PROGRAM    PEMBINAAN    

DAN    PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA 

Persentase APBDes yang 

ditetapkan tepat waktu 
100% 

 

100% 100%  
100% 

  

7 1 6.2 1 

Fasilitasi, Rekomendasi 

dan Koordinasi 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Pemerintahan Desa 

Jumlah desa yang 

fasilitasi 

penyelenggaraan 

Pembinaan dan 

Pengawasan   

21 desa 

 

21 Desa 21 Desa  
21 desa 

  

7 1 6.2 1.1 

Fasilitasi Penyusunan 

Peraturan Desa dan 

Peraturan Kepala Desa 

Jumlah Buku Peraturan 

desa 
 21 buku  

 

21 Buku 21 Buku  
 21 buku  

  

7 1 6.2 1.2 

Fasilitasi Administrasi 

Tata Pemerintahan Desa 
Jumlah desa yang dibina  21 Desa  

 

21 Desa 21 Desa  
 21 Desa  

  

7 1 6.2 1.3 

Fasilitasi    Pengelolaan    

Keuangan    Desa    dan 

Pendayagunaan Aset 

Desa 

Jumlah Desa yang 

difasilitasi  pengelolaan 

keuangan desa 

 21 Desa  

 

21 Desa 21 Desa  
 21 Desa  

  

7 1 6.2 1.5 
Fasilitasi  Pelaksanaan  

Tugas  Kepala  Desa  dan 

Jumlah Peserta yang 

mengikuti Pembinaan 
 126 orang  

 
126 

orang 
126 

orang 
 

 126 

orang    



Perangkat Desa 

7 1 6.2 7 1 6.2 1     -   

7 1 6.2 1.7 

Fasilitasi Pelaksanaan 

Tugas dan Fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa 

Jumlah Pembinaan BPD 4 kali 

 

   
4 kali 

  

              

              



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Kinerja pada dasarnya merupakan perwujudan dari akuntabilitas instansi 

pemerintah dalam mengemban visi dan misinya, sebab melalui penetapan hasil 

capaian kinerja akan dapat diketahui tingkat keberhasilan, kemajuan dan kendala 

yang dijumpai dalam pelaksanaan program dan kegiatan operasional organisasi. 

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja maka tingkat hasil capaian kinerja Kecamatan 

Sidayu dapat disampaikan sebagai berikut : 

Tabel 2.2 (T-C.30) 
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sidayu 

Kabupaten Gresik 

No Indikator 
SPM/Standar 

Nasional 
IKK 

Target Renstra 
Realisasi 
Capaian 

Proyeksi 
Catatan 
Analisis 

2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 Nilai 
Indeks 
Survey 
Kepuasan 
Msyarakat 
Pelayanan 
Publik di 
Tingkat 
Kecamatan 

  95 82 84 86 98.90  84 86  

             

             

 

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Tugas pokok Kecamatan adalah meningkatkan koordinasi 

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan 

masyarakat Desa . Hal tersebut sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 

221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah yang menyatakan: "Daerah kabupaten/kota membentuk 

Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan 

pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa "  

Disamping Kinerja Kecamatan Sidayu sebagaimana tercantum dalam 

penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja 

Kecamatan Sidayu sebagaimana berikut : 

1. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa 

untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum 

di tingkat desa; 

2. Memberikan kesempatan kepada Aparat Desa untuk mengikuti 

diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah 

Kabupaten maupun pihak lainnya; 



3. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk 

pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan 

Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa; 

4. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan 

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa; 

5. Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana 

Desa di tingkat Kecamatan ; 

6. Fasilitasi pemilihan Kepala Desa; 

7. Melakukan penataan dan penertiban PKL  ; 

8. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan 

musrenbang kecamatan; 

9. Monitoring penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan 

Bantuan Sosial Tunai (BST) serta bantuan sosial lainnya 

10.  Monitoring dan fasilitasi penyerahan bantuan sosial di wilayah 

Kecamatan Sidayu; 

11. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan bedah rumah 

kepada warga; 

12. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan 

Posyandu; 

13. Pembinaan anggota Linmas se-Kecamatan Sidayu dan pembinaan 

terhadap pengusaha galiab C dan pemilik warung liar 

14. Pembinaan Karang Taruna dan Generasi Muda tentang 

pencegahan dan penyalahgunaan Narkoba        

 

2.3.2 Identifikasi Permasalahan/Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan 

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Sidayu selama 5 

(lima) tahun yang lalu,mencermati tantangan dan peluang 

pelayanan,sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sidayu , 

maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang 

berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Sidayu 5 (lima) tahun ke 

depan antara lain: 

 

1. Terbatasnya jumlah Aparat/Pegawai di kecamatan, bila dibanding luas wilayah 

dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan 

kurang maksimal. 

2. masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan, 

Desa sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat; 



3. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan,desa dan 

kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing - masing; 

4. Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan , Desa dan 

Kelurahan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang ; 

5. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat Akibat kurang 

koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah Desa 

dan kecamatan; 

6. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur desa dan kelurahan tentang 

kebijakan pemerintah Kabupaten. Sedangkan permasalahan terkait kondisi 

sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Sidayu 

dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut 

seksi di Kecamatan antara lain: 

 

1. Seksi Pemerintahan 

a. Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan,Desa  dalam 

pelayanan kepada masyarakat; 

b. .Kurangnya pemberdayaan kepada RT/RW dan Lembaga lainya yang ada di 

Desa 

 

2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban 

a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum; 

b. Cakupan wilayah yang sangat luas dengan topografi yang bervariatif, 

menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban 

 

3. Seksi Pembangunan 

a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa  ; 

b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan 

dan pembangunan wilayah; 

c. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi 

lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal. 

 

4. Seksi Kesejahteraan Sosial 

a. Tingkat Pendidikan Masyarakat belum merata ; 

b. Masih tingginya angka kemiskinan dan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial ; 

c. Masih tingginya tingkat pengangguran ; 

d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat Desa  

 



5. Seksi Ekonomi 

a. Kurangnya pemanfaatan media dalam melaksanakan usaha 

perekonomian 

b. Keterbatasan modal dan sarana prasarana untuk kegiatan usaha 

ekonomi khususnya badan usaha milik desa 

c. Pelaksanaan pembinaan dan ketrampilan bagi pelaku usaha 

ekonomi dan pengurus koperasi yang ada belum maksimal dan 

belum ikut semua       

 

2.3.3 Dampak terhadap Visi dan Misi Bupati dan Terhadap Capaian Program 

Nasional  

 

  Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan 

oleh Kecamatan Sidayu tahun 2021 – 2026 diarahkan untuk mencapai 

tujuan dan sasaran yang diharapkan dan demi tercapainya visi dan misi 

Kabupaten Gresik. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan 

program tersebut ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana 

kegiatan itu merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh 

satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian 

sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Agenda rencana 

program , indikator dan sasaran  yang akan dilaksanakan sebagai bentuk 

sinkronisasi dengan rencana program pemerintah Kabupaten Gresik 

berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gresik program prioritas 

pembangunan daerah pada Misi ke-1 : Menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan 

kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif.               

 

2.3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD 

 

               Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi 

pengembangan pelayanan di Kecamatan Sidayu adalah : 

a. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta 

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia 

b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana  gedung kantor 

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan meliputi : 

a. Adanya kebijakan otonomi daerah yang memberi keleluasaan penyerahan 

sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari 

Bupati kepada Camat 

b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraaan 

pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan oleh tokok masyarakat, 



tokoh agama, pemuda dan organisasi wanita dengan keaktifannya 

mengikuti rapat-rapat, forum musyawarah di tingkat kecamatan maupun 

desa sehingga menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta 

menumbuhkan semangat gotong royang yang cukup tinggi. 

c. Ketersdiaan dana APBD dalam mendorong perkembangan perekonoimian 

dan pembangunan insfrastruktur di wilayah kecamatan. 

 

2.3.5 Rekomendasi dan Catatan Strategis dalam Perumusan Program dan 

Kegiatan Prioritas Tahun yang direncanakan 

 

Perlunya adanya pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Kecamatan 

terutama penguasaan dan ketrampilan bidang tekhnologi, informasi dan 

komunikasi 

 

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

Rancangan Awal Renja SKPD disusun dari  hasil Musrenbang Kecamatan  

dengan mengacu pada evaluasi pelaksanaan  Renja OPD tahun lalu dan 

dokumen pelaksanaan Renstra Kecamatan Sidayu tahun 2021-2026, Rencana 

Program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023 telah disusun dalam Dokumen 

Rancangan awal Renja  tahun 2023,  dari hasil analisis kebutuhan dokumen 

Renja Kecamatan Sidayu Tahun 2023 tidak ada perbedaan dengan  Rancangan 

Awal Renja tahun 2023 yang berbeda hanyalah  indikator sub kegiatan  

menyesuaikan Kepmendagri nomor 050 – 5889 tahun 2021 dan kebutuhan 

anggaran. 

 

 



 

 

 

 

 



 

Tabel 2.3 (Tabel T-C.31) 
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 

Kabupaten Gresik 
Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Sidayu 

 
  

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 
Catat

an 
Penti

ng 
No. 

Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

Lo
ka
si 

Indikator Kinerja 
Target 

Capaian 
2023 

Pagu 
Indikatif 
(Rp. 000) 

Program/ 
Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Lok
asi 

Indikator 
Kinerja 

Target 
Capaian 

Kebutuhan 
Dana 

(Rp.000) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

  
      

  

4.664.998.

900  
    

 
  

 

4.665.898.9

00  
  

I 

PROGRAM             

PENUNJANG             

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KO

TA 

  

Persentase 

Ketercapaian 

Sasaran Program 

OPD 

100% 

    

3.602.174.

700  

PROGRAM             

PENUNJANG             

URUSAN 

PEMERINTAHA

N DAERAH 

KABUPATEN/K

OTA 

 

  

Persentase 

Ketercapaian 

Sasaran 

Program OPD 

100% 

       

3.653.074.7

00  

  

1 

Perencanaan,     

Penganggaran,     

dan     Evaluasi 

Kinerja 

Perangkat 

Daerah 

  

Jumlah Dokumen 

Perencanaan,Peng

anggaran dan 

Evaluasi 

 13 

Dokumen  

         

32.000.000  

Perencanaan,     

Penganggaran,     

dan     Evaluasi 

Kinerja 

Perangkat 

Daerah 

  

Jumlah 

Dokumen 

Perencanaan,P

enganggaran 

dan Evaluasi 

 5 

Dokume

n dan 14 

laporan 

            

32.000.000  
  



 

 

1.1 

Penyusunan  

Dokumen  

Perencanaan  

Perangkat 

Daerah 

  

Jumlah     

Dokumen     

Perencanaan     

Perangkat 

Daerah 

 1 

Dokumen  

         

10.000.000  

Penyusunan  

Dokumen  

Perencanaan  

Perangkat 

Daerah 

  

Jumlah     

Dokumen     

Perencanaan     

Perangkat 

Daerah 

 1 

Dokume

n  

            

10.000.000  
  

1.2 

Koordinasi   dan   

Penyusunan   

Dokumen   RKA- 

SKPD 

  

Jumlah Dokumen 

RKA-SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen RKA-

SKPD 

 1 

Dokumen  

           

3.000.000  

Koordinasi   dan   

Penyusunan   

Dokumen   RKA- 

SKPD 

  

Jumlah 

Dokumen RKA-

SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen RKA-

SKPD 

 1 

Dokume

n  

              

3.000.000  
  

1.3 

Koordinasi       

dan       

Penyusunan       

Dokumen 

Perubahan RKA-

SKPD 

  

Jumlah Dokumen 

Perubahan RKA-

SKPD dan Laporan 

Hasil Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen 

Perubahan RKA-

SKPD 

 1 

Dokumen  

           

3.000.000  

Koordinasi       

dan       

Penyusunan       

Dokumen 

Perubahan RKA-

SKPD 

  

Jumlah 

Dokumen 

Perubahan 

RKA-SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen 

Perubahan 

RKA-SKPD 

 

 1 

Dokume

n  

              

3.000.000   



1.4 

Koordinasi dan 

Penyusunan DPA-

SKPD 

  

Jumlah Dokumen 

DPA-SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen DPA-

SKPD 

 1 

Dokumen  

           

3.000.000  

Koordinasi dan 

Penyusunan 

DPA-SKPD 

  

Jumlah 

Dokumen DPA-

SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen DPA-

SKP 

 

 1 

Dokume

n  

              

3.000.000   

1.5 

Koordinasi   dan  

Penyusunan   

Perubahan  DPA- 

SKPD 

  

Jumlah Dokumen 

Perubahan DPA-

SKPD dan Laporan 

Hasil Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen 

Perubahan DPA-

SKPD 

 1 

Dokumen  

           

3.000.000  

Koordinasi   dan  

Penyusunan   

Perubahan  

DPA- SKPD 

  

Jumlah 

Dokumen 

Perubahan 

DPA-SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen 

Perubahan 

DPA-SKPD 

 1 

Dokume

n  

              

3.000.000   

1.6 

Koordinasi  dan  

Penyusunan  

Laporan  Capaian 

Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

  

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD dan Laporan 

Hasil Koordinasi 

Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

 12 

Laporan  

           

5.000.000  

Koordinasi  dan  

Penyusunan  

Laporan  

Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD 

  

 

Jumlah 

Laporan 

Capaian 

Kinerja dan 

Ikhtisar 

Realisasi 

Kinerja SKPD 

dan Laporan 

 12 

Laporan  

              

10.000.000   



Kinerja SKPD Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Laporan 

Capaian 

Kinerja dan 

Ikhtisar 

Realisasi 

Kinerja SKPD 

1.7 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat 

Daerah 

  

Jumlah   Laporan   

Evaluasi   Kinerja   

Perangkat 

Daerah 

 2 laporan  
           

5.000.000  

Evaluasi Kinerja 

Perangkat 

Daerah 

  

Jumlah   

Laporan   

Evaluasi   

Kinerja   

Perangkat 

Daerah 

 2 

laporan  
                

 

2 

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat 

Daerah 

  

Jumlah Dokumen 

Pelaporan Kinerja 

dan Administrasi 

Keuangan 

Perangkat Daerah 

12 bulan 

    

3.027.480.

000  

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat 

Daerah 

  

Jumlah 

Dokumen 

Pelaporan 

Kinerfja dan 

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat 

Daerah 

 

12 bulan 

       

3.027.480.0

00  
 

2.1 

Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan 

ASN 

  
Jumlah    Orang    

yang    Menerima    

Gaji    dan 

 24 

orang/Bula

n  

    

3.021.480.

000  

Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan 

ASN 

  

Jumlah    

Orang    yang    

Menerima    

Gaji    dan 

 24 

orang/B

ulan  

       

3.021.480.0

00  
 



Tunjangan ASN Tunjangan ASN 

2.2 

Koordinasi  dan  

Penyusunan  

Laporan  

Keuangan Akhir 

Tahun SKPD 

  

Jumlah Laporan 

Keuangan Akhir 

Tahun  SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi  

Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD 

 1 Laporan  
           

3.000.000  

Koordinasi  dan  

Penyusunan  

Laporan  

Keuangan Akhir 

Tahun SKPD 

  

Jumlah 

Laporan 

Keuangan 

Akhir Tahun  

SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi  

Penyusunan 

Laporan 

Keuangan 

Akhir Tahun 

SKPD 

 

 1 

Laporan  

              

3.000.000   

2.3 

 

Koordinasi  dan  

Penyusunan  

Laporan  

Keuangan 

Bulanan/ 

Triwulanan/ 

Semesteran SKPD 

  

Jumlah Laporan 

Keuangan 

Bulanan/ 

Triwulanan/ 

Semesteran SKPD 

dan Laporan 

Koordinasi 

Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulana

n/Semesteran  

SKPD 

 18 

Laporan  

           

3.000.000  

Koordinasi  dan  

Penyusunan  

Laporan  

Keuangan 

Bulanan/ 

Triwulanan/ 

Semesteran 

SKPD 

  

Jumlah 

Laporan 

Keuangan 

Bulanan/ 

Triwulanan/ 

Semesteran 

SKPD dan 

Laporan 

Koordinasi 

Penyusunan 

Laporan 

Keuangan 

Bulanan/Triwul

anan/Semester

 18 

Laporan  

              

3.000.000   



an  SKPD 

3 

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat 

Daerah 

  

Jumlah Peserta 

Pembinaan 

Administrasi 

Sumber Daya 

Aparatur di 

Kecamatan 

31 orang 
         

61.265.500  

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat 

Daerah 

  

Jumlah 

Peserta 

Pembinaan 

Administrasi 

Sumber Daya 

Aparatur di 

Kecamatan 

31 orang 
            

61.265.500   

3.1 

Pendidikan  dan  

Pelatihan  

Pegawai  

Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi 

  

Jumlah Pegawai 

Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi yang 

Mengikuti 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

 31 Orang  
         

61.265.500  

Pendidikan  dan  

Pelatihan  

Pegawai  

Berdasarkan 

Tugas dan 

Fungsi 

  

Jumlah 

Pegawai 

Berdasarkan 

Tugas dan 

Fungsi yang 

Mengikuti 

Pendidikan 

dan Pelatihan 

 31 

Orang  

            

61.265.500   

4 

Administrasi 

Umum Perangkat 

Daerah 

  

Jumlah Fasilitasi 

terhadap 

pelaksanaan 

Tupoksi Perangkat 

Daerah 

12 bulan 

       

117.659.80

0  

Administrasi 

Umum 

Perangkat 

Daerah 

  

Jumlah 

Fasilitasi 

terhadap 

pelaksanaan 

Tupoksi 

Perangkat 

Daerah 

12 bulan 
          

117.659.800   

4.1 

Penyediaan 

Komponen 

Instalasi 

Listrik/Peneranga

n Bangunan 

  

Jumlah         Paket         

Komponen         

Instalasi 

Listrik/Penerangan    

Bangunan    Kantor    

 1 Paket  
           

3.000.000  

Penyediaan 

Komponen 

Instalasi 

Listrik/Peneran

gan Bangunan 

  

Jumlah         

Paket         

Komponen         

Instalasi 

Listrik/Peneran

 1 Paket  
              

3.000.000   



Kantor yang Disediakan Kantor gan    

Bangunan    

Kantor    yang 

Disediakan 

4.2 

Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor 

  

Jumlah    Paket    

Peralatan    dan    

Perlengkapan 

Kantor yang 

Disediakan 

8 Paket 
         

65.000.000  

Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor 

  

Jumlah    Paket    

Peralatan    

dan    

Perlengkapan 

Kantor yang 

Disediakan 

8 Paket 
            

65.000.000   

4.3 

Penyediaan 

Bahan Logistik 

Kantor 

  

Jumlah   Paket   

Bahan   Logistik   

Kantor   yang 

Disediakan 

 19 Paket  
         

14.479.000  

Penyediaan 

Bahan Logistik 

Kantor 

  

 

Jumlah   Paket   

Bahan   

Logistik   

Kantor   yang 

Disediakan 

 

 19 

Paket  

            

14.479.000   

4.4 

Penyediaan 

Barang Cetakan 

dan Penggandaan 

  

Jumlah Paket 

Barang Cetakan 

dan Penggandaan 

yang Disediakan 

 4 Paket  
         

15.380.800  

Penyediaan 

Barang Cetakan 

dan 

Penggandaan 

  

Jumlah Paket 

Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

yang 

Disediakan 

 4 Paket  
            

15.377.800   

4.5 

Penyediaan    

Bahan    Bacaan    

dan    Peraturan 

Perundang-

  

Jumlah Dokumen 

Bahan Bacaan dan 

Peraturan 

Perundang-

 12 

Dokumen  

           

1.800.000  

Penyediaan    

Bahan    Bacaan    

dan    Peraturan 

Perundang-

  

Jumlah 

Dokumen 

Bahan Bacaan 

dan Peraturan 

 12 

Dokume

n  

              

1.800.000   



undangan Undangan yang 

Disediakan 

undangan Perundang-

Undangan 

yang 

Disediakan 

4.6 
Penyediaan 

Bahan/Material 
  

Jumlah Paket 

Bahan/Material 

yang Disediakan 

 1 Paket  
           

3.000.000  

Penyediaan 

Bahan/Material 
  

Jumlah Paket 

Bahan/Materia

l yang 

Disediakan 

 1 Paket  
              

3.003.000   

4.7 

Penyelenggaraan      

Rapat      

Koordinasi      dan 

Konsultasi SKPD 

  

Jumlah      Laporan      

Penyelenggaraan      

Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

12 Laporan 
         

15.000.000  

Penyelenggaraa

n      Rapat      

Koordinasi      

dan 

Konsultasi SKPD 

  

Jumlah      

Laporan      

Penyelenggara

an      Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi 

SKPD 

12 

Laporan 

            

15.000.000   

5 

Pengadaan   

Barang   Milik   

Daerah   

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah 

Daerah 

  

Jumlah 

Pengadaan Barang 

Milik Daerah 

Kecamatan Sidayu 

6 jenis 
         

78.156.000  

Pengadaan   

Barang   Milik   

Daerah   

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah 

Daerah 

  

Jumlah 

Pengadaan 

Barang Milik 

Daerah  

6 jenis 
          

128.156.000   

5.1 
Pengadaan 

Mebel 
  

Jumlah Paket 

Mebel  yang 

Disediakan 

 2 Unit  
         

20.475.000  

Pengadaan 

Mebel 
  

Jumlah Paket  

Mebel yang 

Disediakan 

 2 Unit  
            

40.475.000   

5.2 Pengadaan 

Peralatan dan 
  Jumlah Unit 

Peralatan dan 
 5 Unit  

         

57.681.000  
Pengadaan 

Peralatan dan 
  Jumlah Unit 

Peralatan dan 
 5 Unit  

            

87.681.000   



Mesin Lainnya Mesin Lainnya 

yang 

Disediakan 

Mesin Lainnya Mesin Lainnya 

yang 

Disediakan 

6 

Penyediaan        

Jasa        

Penunjang        

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

  

Jumlah fasilitasi 

terhadap 

pelaksanaan 

Tupoksi Perangkat 

Daerah 

12 Bulan 

       

194.714.40

0  

Penyediaan        

Jasa        

Penunjang        

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

  

Jumlah 

fasilitasi 

terhadap 

pelaksanaan 

Tupoksi 

Perangkat 

Daerah 

12 Bulan 
          

195.614.400   

6.1 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik 

  

Jumlah  Laporan  

Penyediaan  Jasa  

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik yang 

Disediakan 

12 laporan 
         

33.914.400  

Penyediaan 

Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya 

Air dan Listrik 

  

Jumlah  

Laporan  

Penyediaan  

Jasa  

Komunikasi, 

Sumber Daya 

Air dan Listrik 

yang 

Disediakan 

 

12 

laporan 

            

33.914.400   

6.2 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor 

  

Jumlah   Laporan   

Penyediaan   Jasa   

Pelayanan 

Umum Kantor 

yang Disediakan 

12 laporan 

       

160.800.00

0  

Penyediaan 

Jasa Pelayanan 

Umum Kantor 

  

Jumlah   

Laporan   

Penyediaan   

Jasa   

Pelayanan 

Umum Kantor 

yang 

12 

laporan 

          

161.700.000   



Disediakan 

7 

Pemeliharaan  

Barang  Milik  

Daerah  

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

  

Jumlah fasilitasi 

Pemeliharaan 

terhadap sarana 

prasarana 

Aparatur 

12 Bulan 
         

90.899.000  

Pemeliharaan  

Barang  Milik  

Daerah  

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

  

Jumlah 

fasilitasi 

Pemeliharaan 

terhadap 

sarana 

prasarana 

Aparatur 

12 Bulan 
            

90.899.000   

7.1 

Pemeliharaan 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

  

Jumlah   Peralatan   

dan   Mesin   

Lainnya   yang 

Dipelihara 

6 Unit 
         

16.005.000  

Pemeliharaan 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

 

  

Jumlah   

Peralatan   dan   

Mesin   

Lainnya   yang 

Dipelihara 

6 Unit 
            

16.005.000   

7.2 

Pemeliharaan/Re

habilitasi  

Gedung  Kantor  

dan 

Bangunan 

Lainnya 

  

Jumlah Gedung 

Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

yang 

Dipelihara/Direhab

ilitasi 

 3 unit  
         

59.994.000  

 

Pemeliharaan/R

ehabilitasi  

Gedung  Kantor  

dan 

Bangunan 

Lainnya 

 

 

  

Jumlah 

Gedung Kantor 

dan Bangunan 

Lainnya 

yang 

Dipelihara/Dire

habilitasi 

 3 unit  
            

59.994.000   

7.3 

Pemeliharaan/Re

habilitasi Sarana 

dan Prasarana 

Gedung Kantor 

  

Jumlah  Sarana  

dan  Prasarana  

Gedung  Kantor 

atau           

 20 unit  
         

14.900.000  

Pemeliharaan/R

ehabilitasi 

Sarana dan 

Prasarana 

  

Jumlah  Sarana  

dan  Prasarana  

Gedung  

Kantor atau           

 20 unit  
            

14.900.000   



atau Bangunan 

Lainnya 

Bangunan           

Lainnya           yang 

Dipelihara/Direhab

ilitasi 

Gedung Kantor 

atau Bangunan 

Lainnya 

Bangunan           

Lainnya           

yang 

Dipelihara/Dire

habilitasi 

II 

PROGRAM                            

PENYELENGGAR

AAN 

PEMERINTAHAN 

DAN PELAYANAN 

PUBLIK 

  

Tingkat 

Kematangan 

Pelayanan Publik 

  
         

12.839.900  

PROGRAM                            

PENYELENGGA

RAAN 

PEMERINTAHA

N DAN 

PELAYANAN 

PUBLIK 

  

Tingkat 

Kematangan 

Pelayanan 

Publik 

  
            

12.839.900   

8 

Penyelenggaraan   

Urusan   

Pemerintahan   

yang 

Tidak  

Dilaksanakan  

oleh  Unit  Kerja  

Perangkat 

Daerah yang Ada 

di Kecamatan 

  

Nilai Survey 

Kepuasan 

Masyarakat 

                   

84  

         

12.839.900  

Penyelenggara

an   Urusan   

Pemerintahan   

yang 

Tidak  

Dilaksanakan  

oleh  Unit  

Kerja  

Perangkat 

Daerah yang 

Ada di 

Kecamatan 

  

Nilai Survey 

Kepuasan 

Masyarakat 

                     

84  

            

12.839.900   

8.1 

Peningkatan  

Efektifitas  

Pelaksanaan  

Pelayanan 

kepada 

  

Jumlah      Laporan      

Peningkatan      

Efektifitas 

Pelaksanaan  

Pelayanan  kepada  

 1 Laporan  
         

12.839.900  

Peningkatan  

Efektifitas  

Pelaksanaan  

Pelayanan 

kepada 

  

Jumlah      

Laporan      

Peningkatan      

Efektifitas 

Pelaksanaan  

 1 

Laporan  

            

12.839.900   



Masyarakat di 

Wilayah 

Kecamatan 

Masyarakat  di 

Wilayah 

Kecamatan 

Masyarakat di 

Wilayah 

Kecamatan 

Pelayanan  

kepada  

Masyarakat  di 

Wilayah 

Kecamatan 

III 

PROGRAM      

PEMBERDAYAAN      

MASYARAKAT 

DESA DAN 

KELURAHAN 

  

Persentase 

RKPDes yang 

ditetapkan tepat 

waktu 

100% 

       

656.609.70

0  

PROGRAM      

PEMBERDAYAA

N      

MASYARAKAT 

DESA DAN 

KELURAHAN 

  

Persentase 

RKPDes yang 

ditetapkan 

tepat waktu 

100% 
          

606.609.700   

      

Persentase 

Musrenbang Desa 

yang difasiltasi 

100%       

Persentase 

Musrenbang 

Desa yang 

difasiltasi 

100%   
 

      

Persentase Pelaku 

Ekonomi di 

Wilayah 

Kecamatan yang 

difasilitasi 

100%       

Persentase 

Pelaku 

Ekonomi di 

Wilayah 

Kecamatan 

yang difasilitasi 

100%   
 

      

Persentase 

Lembaga Ekonomi 

Masyarakat yang 

difasilitasi 

100%       

Persentase 

Lembaga 

Ekonomi 

Masyarakat 

yang difasilitasi 

 

100%   
 



      

Persentase 

Lembaga 

Kemasyarakatan 

tingkat Kecamatan 

yang dibina 

100%       

Persentase 

Lembaga 

Kemasyarakata

n tingkat 

Kecamatan 

yang dibina 

100%   
 

9 

Koordinasi 

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Desa 

  

Jumlah 

Pelaksanaan 

Koordinasi 

Pemberdayaan 

Desa 

 28 

Kegiatan 

       

436.835.00

0  

Koordinasi 

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Desa 

  

Jumlah 

Pelaksanaan 

Koordinasi 

Pemberdayaa

n Desa 

  28 

Kegiatan 

          

386.835.000   

9.1 

Peningkatan     

Partisipasi     

Masyarakat     

dalam Forum  

Musyawarah  

Perencanaan  

Pembangunan 

di Desa 

  

Jumlah      

Lembaga      

Kemasyarakatan      

yang Berpartisipasi     

dalam     Forum     

Musyawarah 

Perencanaan 

Pembangunan di 

Desa 

 7 lembaga 

Kemasyara

katan  

       

148.705.00

0  

Peningkatan     

Partisipasi     

Masyarakat     

dalam Forum  

Musyawarah  

Perencanaan  

Pembangunan 

di Desa 

  

Jumlah      

Lembaga      

Kemasyarakata

n      yang 

Berpartisipasi     

dalam     

Forum     

Musyawarah 

Perencanaan 

Pembangunan 

di Desa 

 7 

lembaga 

Kemasya

rakatan  

          

148.705.000   

9.2 

Sinkronisasi 

Program Kerja 

dan Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat yang 

Dilakukan oleh 

Pemerintah dan 

  

Jumlah Dokumen 

Sinkronisasi 

Program Kerja dan 

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat yang 

Dilakukan oleh 

21 

Dokumen 

         

69.480.000  

Sinkronisasi 

Program Kerja 

dan Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

yang Dilakukan 

oleh 

  

Jumlah 

Dokumen 

Sinkronisasi 

Program Kerja 

dan Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

21 

Dokume

n 

            

69.480.000   



Swasta di 

Wilayah Kerja 

Kecamatan 

Pemerintah dan 

Swasta di Wilayah 

Kerja Kecamatan 

Pemerintah dan 

Swasta di 

Wilayah Kerja 

Kecamatan 

yang Dilakukan 

oleh 

Pemerintah 

dan Swasta di 

Wilayah Kerja 

Kecamatan 

9.3 

Peningkatan  

Efektifitas  

Kegiatan  

Pemberdayaan 

Masyarakat di 

Wilayah 

Kecamatan 

  

Jumlah      Laporan      

Peningkatan      

Efektivitas 

Kegiatan  

Pemberdayaan  

Masyarakat  di  

Wilayah 

Kecamatan 

 23 

Laporan  

       

218.650.00

0  

Peningkatan  

Efektifitas  

Kegiatan  

Pemberdayaan 

Masyarakat di 

Wilayah 

Kecamatan 

  

Jumlah      

Laporan      

Peningkatan      

Efektivitas 

Kegiatan  

Pemberdayaan  

Masyarakat  di  

Wilayah 

Kecamatan 

 23 

Laporan  

          

168.650.000   

10 

Pemberdayaan       

Lembaga       

Kemasyarakatan 

Tingkat 

Kecamatan 

  

Persentase 

Lembaga 

Kemasyarakatan 

tingkat 

Kecamatan yang 

dibina 

100% 

       

219.774.70

0  

Pemberdayaan       

Lembaga       

Kemasyarakata

n 

Tingkat 

Kecamatan 

  

Persentase 

Lembaga 

Kemasyarakat

an tingkat 

Kecamatan 

yang dibina 

100% 
          

219.774.700   

10.

1 

Penyelenggaraan 

Lembaga 

Kemasyarakatan 

  

Jumlah      

Lembaga      

Kemasyarakatan      

yang 

Diselenggarakan 

5 lembaga 

       

219.774.70

0  

Penyelenggaraa

n Lembaga 

Kemasyarakata

n 

  

Jumlah      

Lembaga      

Kemasyarakata

n      yang 

Diselenggaraka

n 

5 

lembaga 

          

219.774.700   



IV 

PROGRAM   

KOORDINASI   

KETENTRAMAN   

DAN 

KETERTIBAN 

UMUM 

  

Persentase 

Penyelesaian 

Konflik di 

Kecamatan yang 

difasilitasi 

100% 

       

189.136.20

0  

 

PROGRAM   

KOORDINASI   

KETENTRAMAN   

DAN 

KETERTIBAN 

UMUM 

 

 

  

Persentase 

Penyelesaian 

Konflik di 

Kecamatan 

yang 

difasilitasi 

100% 
          

189.136.200   

11 

Koordinasi            

Upaya            

Penyelenggaraan 

Ketenteraman 

dan Ketertiban 

Umum 

  

Jumlah 

Pelaksananaan 

Koordinasi 

Penyelenggaraan 

Trantibum 

12 bulan 

       

121.973.90

0  

Koordinasi            

Upaya            

Penyelenggara

an 

Ketenteraman 

dan Ketertiban 

Umum 

  

Jumlah 

Pelaksananaa

n Koordinasi 

Penyelenggara

an Trantibum 

12 bulan 
          

121.973.900   

11.

1 

Sinergitas dengan 

Kepolisian 

Negara Republik 

Indonesia, 

Tentara Nasional 

Indonesia  dan 

Instansi Vertikal 

di Wilayah 

Kecamatan 

  

Jumlah Laporan 

Hasil Sinergitas 

dengan Kepolisian 

Negara Republik 

Indonesia, Tentara 

Nasional   

Indonesia   dan   

Instansi   Vertikal   

di 

Wilayah 

Kecamatan 

12 Laporan 
         

61.933.900  

 

Sinergitas 

dengan 

Kepolisian 

Negara 

Republik 

Indonesia, 

Tentara 

Nasional 

Indonesia  dan 

Instansi Vertikal 

  

Jumlah 

Laporan Hasil 

Sinergitas 

dengan 

Kepolisian 

Negara 

Republik 

Indonesia, 

Tentara 

Nasional   

Indonesia   dan   

12 

Laporan 

            

61.933.900   



di Wilayah 

Kecamatan 

 

Instansi   

Vertikal   di 

Wilayah 

Kecamatan 

11.

2 

Harmonisasi  

Hubungan  

dengan  Tokoh  

Agama dan 

Tokoh 

Masyarakat 

  

Jumlah    Laporan    

Pelaksanaan    

Harmonisasi 

Hubungan   

dengan   Tokoh   

Agama   dan   

Tokoh 

Masyarakat 

4 Laporan 
         

60.040.000  

Harmonisasi  

Hubungan  

dengan  Tokoh  

Agama dan 

Tokoh 

Masyarakat 

  

Jumlah    

Laporan    

Pelaksanaan    

Harmonisasi 

Hubungan   

dengan   Tokoh   

Agama   dan   

Tokoh 

Masyarakat 

4 

Laporan 

            

60.040.000   

12 

Koordinasi 

Penerapan dan 

Penegakan 

Peraturan 

Daerah dan 

Peraturan Kepala 

Daerah 

  

Prosentase 

Pelanggaran yang 

tertanggani 

100% 
         

67.162.300  

Koordinasi 

Penerapan dan 

Penegakan 

Peraturan 

Daerah dan 

Peraturan 

Kepala Daerah 

  

Prosentase 

Pelanggaran 

yang 

tertanggani 

100% 
            

67.162.300   

12.

1 

Koordinasi/Sinerg

i dengan 

Perangkat 

Daerah yang 

Tugas dan 

Fungsinya di 

Bidang 

Penegakan 

Peraturan 

  

Jumlah Laporan 

Koordinasi/Sinergi 

dengan Perangkat 

Daerah yang Tugas 

dan Fungsinya di 

Bidang Penegakan 

Peraturan 

Perundang- 

Undangan 

8 Laporan 
         

67.162.300  

Koordinasi/Sine

rgi dengan 

Perangkat 

Daerah yang 

Tugas dan 

Fungsinya di 

Bidang 

Penegakan 

Peraturan 

  

Jumlah 

Laporan 

Koordinasi/Sin

ergi dengan 

Perangkat 

Daerah yang 

Tugas dan 

Fungsinya di 

Bidang 

8 

Laporan 

            

67.162.300   



Perundang-

Undangan 

dan/atau 

Kepolisian 

Negara Republik 

Indonesia 

dan/atau 

Kepolisian Negara 

Republik 

Indonesia 

Perundang-

Undangan 

dan/atau 

Kepolisian 

Negara 

Republik 

Indonesia 

Penegakan 

Peraturan 

Perundang- 

Undangan 

dan/atau 

Kepolisian 

Negara 

Republik 

Indonesia 

V 

PROGRAM       

PENYELENGGAR

AAN       URUSAN 

PEMERINTAHAN 

UMUM 

  

Persentase 

Penugasan Kepala 

Daerah yang 

difasilitasi 

100%   

PROGRAM       

PENYELENGGA

RAAN       

URUSAN 

PEMERINTAHA

N UMUM 

  

Persentase 

Penugasan 

Kepala Daerah 

yang 

difasilitasi 

100%  
 

13 

Penyelenggaraan  

Urusan  

Pemerintahan  

Umum 

Sesuai 

Penugasan 

Kepala Daerah 

  

Jumlah 

Kewenangan/Pen

ugasan yang 

dilimpahkan 

1 kegiatan   

Penyelenggara

an  Urusan  

Pemerintahan  

Umum 

Sesuai 

Penugasan 

Kepala Daerah 

  

Jumlah 

Kewenangan/

Penugasan 

yang 

dilimpahkan 

1 

kegiatan 
13 

 

13.

1 

Pembinaan 

Kerukunan Antar 

Suku dan Intra 

Suku, Umat 

Beragama, Ras, 

dan Golongan 

Lainnya Guna 

  

Jumlah Orang yang 

Mengikuti 

Pembinaan 

Kerukunan Antar 

Suku dan Intra 

Suku , Umat 

Beragama, Ras, 

 96 Orang    

Pembinaan 

Kerukunan 

Antar Suku dan 

Intra Suku, 

Umat 

Beragama, Ras, 

dan Golongan 

  

Jumlah Orang 

yang 

Mengikuti 

Pembinaan 

Kerukunan 

Antar Suku dan 

Intra Suku , 

 96 

Orang  
13.1 

 



Mewujudkan 

Stabilitas 

Keamanan Lokal, 

Regional, dan 

Nasional 

dan Golongan 

Lainnya Guna 

Mewujudkan     

Stabilitas     

Keamanan     

Lokal, 

Regional, dan 

Nasional 

Lainnya Guna 

Mewujudkan 

Stabilitas 

Keamanan 

Lokal, Regional, 

dan Nasional 

 

Umat 

Beragama, Ras, 

dan Golongan 

Lainnya Guna 

Mewujudkan     

Stabilitas     

Keamanan     

Lokal, 

Regional, dan 

Nasional 

 

VI 

PROGRAM    

PEMBINAAN    

DAN    

PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN 

DESA 

  

Persentase 

APBDes yang 

ditetapkan tepat 

waktu 

100% 

       

204.238.40

0  

PROGRAM    

PEMBINAAN    

DAN    

PENGAWASAN 

PEMERINTAHA

N DESA 

  

Persentase 

APBDes yang 

ditetapkan 

tepat waktu 

100% 
          

204.238.400   

14 

Fasilitasi, 

Rekomendasi 

dan Koordinasi 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Pemerintahan 

Desa 

  

Jumlah Desa yang 

difasilitasi 

penyelenggaraan 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Pemerintahan 

Desa 

21 desa 

       

204.238.40

0  

Fasilitasi, 

Rekomendasi 

dan Koordinasi 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Pemerintahan 

Desa 

  

Jumlah Desa 

yang 

difasilitasi 

penyelenggara

an Pembinaan 

dan 

Pengawasan 

Pemerintahan 

Desa 

21 desa 
          

204.238.400   

14.
Fasilitasi 

Penyusunan 
  Jumlah Dokumen 

yang Difasilitasi 
 21          

Fasilitasi 

Penyusunan 
  Jumlah 

Dokumen yang 

 21 

Dokume
             



1 Peraturan Desa 

dan Peraturan 

Kepala Desa 

dalam rangka 

Penyusunan   

Peraturan   Desa   

dan   Peraturan 

Kepala Desa 

Dokumen  21.008.000  Peraturan Desa 

dan Peraturan 

Kepala Desa 

Difasilitasi 

dalam rangka 

Penyusunan   

Peraturan   

Desa   dan   

Peraturan 

Kepala Desa 

 

n  21.008.000  

14.

2 

Fasilitasi 

Administrasi Tata 

Pemerintahan 

Desa 

  

Jumlah Dokumen 

yang Difasilitasi 

dalam rangka 

Administrasi Tata 

Pemerintahan 

Desa 

 21 

Dokumen  

       

62.975.000    

Fasilitasi 

Administrasi 

Tata 

Pemerintahan 

Desa 

  

Jumlah 

Dokumen yang 

Difasilitasi 

dalam rangka 

Administrasi 

Tata 

Pemerintahan 

Desa 

 

 21 

Dokume

n  

          

62.975.000     

14.

3 

Fasilitasi    

Pengelolaan    

Keuangan    Desa    

dan 

Pendayagunaan 

Aset Desa 

  

Jumlah Dokumen 

yang Difasilitasi 

dalam rangka 

Pengelolaan 

Keuangan Desa 

dan 

Pendayagunaan 

Aset Desa 

 21 

Dokumen  

         

25.089.900  

Fasilitasi    

Pengelolaan    

Keuangan    

Desa    dan 

Pendayagunaan 

Aset Desa 

  

Jumlah 

Dokumen yang 

Difasilitasi 

dalam rangka 

Pengelolaan 

Keuangan Desa 

dan 

Pendayagunaa

n 

Aset Desa 

 21 

Dokume

n  

            

25.089.900   



14.

4 

Fasilitasi  

Pelaksanaan  

Tugas  Kepala  

Desa  dan 

Perangkat Desa 

  

Jumlah    Dokumen    

Fasilitasi    dalam    

rangka 

Pelaksanaan  

Tugas  Kepala  

Desa  dan  

Perangkat Desa 

 6 

Dokumen  

         

80.009.500  

Fasilitasi  

Pelaksanaan  

Tugas  Kepala  

Desa  dan 

Perangkat Desa 

  

Jumlah    

Dokumen    

Fasilitasi    

dalam    rangka 

Pelaksanaan  

Tugas  Kepala  

Desa  dan  

Perangkat 

Desa 

 6 

Dokume

n  

            

80.009.500   

14.

5 

Fasilitasi 

Pelaksanaan 

Pemilihan Kepala 

Desa 

  

Jumlah    Dokumen    

Fasilitasi    dalam    

rangka 

Pelaksanaan 

Pemilihan Kepala 

Desa 

2 

Dokumen 

    

15.156.000

,00  

Fasilitasi 

Pelaksanaan 

Pemilihan 

Kepala Desa 

  

Jumlah    

Dokumen    

Fasilitasi    

dalam    rangka 

Pelaksanaan 

Pemilihan 

Kepala Desa 

2 

Dokume

n 

       

15.156.000,

00  
 

14.

6 

Fasilitasi 

Pelaksanaan 

Tugas dan Fungsi 

Badan 

Permusyawarata

n Desa 

  

Jumlah    Dokumen    

Fasilitasi    dalam    

rangka 

Pelaksanaan     

Tugas     dan     

Fungsi     Badan 

Permusyawaratan 

Desa 

  

  

Fasilitasi 

Pelaksanaan 

Tugas dan 

Fungsi Badan 

Permusyawarat

an Desa 

  

Jumlah    

Dokumen    

Fasilitasi    

dalam    rangka 

Pelaksanaan     

Tugas     dan     

Fungsi     

Badan 

Permusyawara

tan Desa   

  
 



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif, maka rancangan 

awal Renja Kecamatan Sidayu tahun 2023 juga mempertimbangkan usulan-usulan dari 

para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari 

Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi 

kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada kecamatan, maka 

yang dilakukan kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut : 

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa 

yang memenuhi kriteria: (1) bersifat lintas desa, (2) berdaya ungkit tinggi terhadap 

kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. 

Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan 

dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dari Musrenbang tahun lalu. 

Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan OPD yang 

bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum OPD Kabupaten, sesuai bidang urusan 

OPD yang menangani. 

Usulan Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Sidayu pada tahun 2023 

dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan 

pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah 

diarahkan pada : 

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan 

dan peningkatan kualitas aparaturnya; 

2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

pemerintahan desa; 

3. Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan 

peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam 

membayar pajak dan retribusi; 

4. Peningkatan peran  pemuda dalam pelaksanaan pembangunan 

5. Menumbuhkan Badan Usaha Milik desa di Wilayah Kecamatan Sidayu 

6. Peninkatan peran serta tokoh masyarakat dalam pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat desa 

7. Menumbuhkan Badan Usaha Milik Desa dan meningkatkan kemampuan 

pengurus Kopwan yang ada di desa di wilayah Kecamatan Sidayu 



                      Dalam rangka peningkatan peran wanita dalam pembangunan yang 

mencakup berbagai urusan pengembangan ketenagakerjaan  serta pemberdayaan dan 

pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Wanita maka diperlukan 

adanya tenaga perempuan yang mampu mengembangkan  pemberdayaan UMKM 

dengan  mengikut sertakan pada pelatihan-pelatihan dengan tujuan untuk : 

a.   Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi Wanita ; 

b.   Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah ; 

c.   Pengembangan system pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah ; 

d.   Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif . 

 

Table 2.4 (Tabel T-C.32) 
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 

Kabupaten Gresik ( hasil  Musrenbang ) 
Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Sidayu 

 

No. 
Program/Kegiata
n/Sub Kegiatan 

Lokasi 
Indikator 
Kinerja 

Besaran
/ 

Volume 

Catata
n 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 
Pembangunan 
Gedung Bumdes 

Desa 
Asempapak 

   

2 

Pembangunan 
Saluran Drainase 
Jalan Desa/Jalan 
Lingkungan 

Desa 
Bunderan 

   

3 
Pembangunan 

Balai Desa 

Desa 

Gedangan 
   

 
4 

Pembangunan 
Irigasi Air Tanah 

Desa 
Kauman 

   

 
5 

Pembangunan 
Balai Desa 

Desa 
Kertosono 

   

6 
Pembangunan 
Jalan Desa/Jalan 

Lingkungan 

Desa Lasem    

7 
Pembangunan 
Balai Desa 

Desa 
Mriyunan 

   

8 
Pembangunan 
Balai Desa 

Desa Ngawen    

9 
Penyertaan Modal 
Bumdes 

Desa Pengulu    

10 

Pembangunan 

Saluran Drainase 
Jalan Desa/Jalan 
Lingkungan 

Desa 
Purwodadi 

   

11 
Pembangunan 
Jalan Desa/Jalan 
Lingkungan 

Desa Raci 
Kulon 

   

12 
Pembangunan 

Balai Desa 

Desa Raci 

Tengah 
   

13 Pembangunan Desa    



Jalan Usaha Tani 
(JUT) 

Sambipondo
k 

14 
Pembangunan 
Sarana/Prasarana 
Olah Raga 

Desa 
Sedagaran 

   

15 
Pembangunan 
Gedung Bumdes 

Desa 
Sidomulyo 

   

16 
Pembangunan 
Gedung Bumdes 

Desa Srowo    

17 
Pembangunan 
Jalan Desa/Jalan 
Linkungan 

Desa 
Sukorejo 

   

18 
Pembangunan 

Gedung Bumdes 

Desa 

Mojoasem 
   

19 

Pembangunan 
Saluran Drainase 
Jalan Desa/Jalan 
Lingkungan 

Desa 
Golokan 

   

20 

Pembangunan 
Drainase Jalan 

Desa/Jalan 
Lingkungan 

Desa Wadeng    

21 
Pembangunan 
Sarana/Prasarana 
Bank Sampah 

Desa 
Randuboto 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

 

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan 

prioritas  pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang 

dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar 

pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efesien dan efektif 

yang sesuai dengan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar 

penyelenggaraan good governance dan acuntabilitas public. Oleh sebab itu 

kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan dalam 

kurun waktu 2021 – 2026 adalah sebagai berikut : 

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka 

mengoptimalkan pengkoordinasian, pemberdayaan masyarakat, upaya 

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan 

penegakkan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana 

dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintah di 

tingkat Kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang 

menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan 

pemerintah desa. 

2.  Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan 

oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang 

meliputi aspek koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, 

penyelenggaraan dan kewenangan lain dilimpahkan. 

 

3.2. Tujuan  dan Sasaran  Renja Perangkat Daerah 

         Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan 

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) 

tahun. Penetapan tujuan dan sasaran  berdasarkan pada potensi dan 

permasalahan serta isu utama Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik 

 

Dengan menitik beratkan pada Misi : “ Menciptakan tata kelola Pemerintahan yang 

bersih, Akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif  “ 

maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja yang telah ditetapkan sama seperti pada 



Rencana Strategis untuk Kecamatan Sidayu tahun  2021– 2026 adalah sebagai 

berikut : 

Tujuan Renja/Renstra Kecamatan Sidayu  2021-2026: 

Terselenggaranya Tugas Umum Pemerintahan yang Tertib dan Pelayanan Prima 

Sasaran Renja/Renstra kecamatan sidayu:  

Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan 

Dengan indikator sasaran: 

Nilai Indeks Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di tingkat       Kecamatan 

 

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan 

dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Sidayu dalam jangka waktu 

tahunan, sampai lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria 

“SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih 

menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan 

pembobotan kriteria, yaitu khusus (spesific), terukur (measureable), dapat dicapai 

(attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu (time bound).  

 

Pengukuran terhadap Survey kepuasan masyarakat pelayanan di tingkat Kecamatan 

dapat dilihat dari pelaksanaan program – program yang ada yaitu : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota , dengan 

indikator sararan : Persentase ketercapaian sasaran program OPD 

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan 

indikator sasaran : Tingkat Kematangan Pelayanan 

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan indikator 

sasaran : 

- Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu 

- Persentase Musrenbang Desa yang difasiltasi 

- Persentase Pelaku Ekonomi di wilayah Kecamatan yang difasilitasi 

- Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi 

- Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina 

 



4. Program Koordinator ketentraman dan ketertiban umum, dengan indikator 

sasaran : Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi 

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator 

sasaran : Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu 

 

3.3  Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten 

Gresik Tahun 2023, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan 

operasional Kecamatan Sidayu adalah Peningkatan kualitas perencanaan 

melalui peningkatan profesionalisme Aparatur Kecamatan Sidayu dalam 

pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat 

dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Berdasarkan 

hasil evaluasi pelaksanaan Rencana KerjaTahun 2022, pelaksanaan kinerja 

Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2023 ditunjang dengan Belanja 

Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan 

Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja 

Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatan 

dan sub kegiatannya. Selanjutnya kebijakan operasional dalam menunjang 

tercapainya tujuan dan sasaran   Kecamatan Sidayu, Rencana Kerja Kecamatan 

Sidayu Tahun 2023 direalisasikan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan. 

Program, kegiatan dan sub kegiatan rancangan awal Renja Kecamatan Sidayu 

tahun 2023 adalah sebagai berikut : 

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

1. Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

b. Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD 

c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD 

d. Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD 

e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD 

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD 

g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

a. Penyedian gaji dan Tunjangan ASN 



b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 

c. Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, 

Semesteran SKPD 

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 

f. Penyediaan Bahan/Material 

g. Penyelenggaraan Rapat  Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

a. Pengadaan Mebel 

b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya  Air dan Listrik 

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

a. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya 

 

II.  PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN  

PUBLIK 

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit 

Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 

a. Peningkatan Efektifitas pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan 

 



a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dala Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di Desa 

b. Singkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 

yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja 

Kecamatan 

 

III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di Desa 

b. Singkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah 

Kerja Kecamatan 

c. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan 

2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 

a. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 

 

IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 

Umum 

a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan 

Instansu Vertikal di wilayah Kecamatan 

b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh 

Masyarakat 

2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada 

a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan 

fungsinga dibidang penegakan Peraturan Perundang-undangan 

dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 

 

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan 

Kepala Daerah 

 



a. Pembinaan kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, 

Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas 

Keamanan Lokal, Regional dan Nasional 

 

VI. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINAHAN DESA 

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa 

a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 

b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 

c. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset 

Desa 

d. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 

e. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 

f. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan 

Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Table 2.7 (T-C.33) 

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023  
dan Prakiraan Maju Tahun 2024  

Kabupaten Gresik 

Nama Perangkat Daerah Kecamatan Sidayu 

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program Daerah dan Program 

/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Program/ 

Kegiatan 

Rencana Tahun 2023 
Catata

n 

Pentin

g 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 

Lokasi 

Target 

Capaian 

Kinerja 

Kebutuhan 

Dana/Pagu 

indikatif 

Sumber 

dana 

Target Capaian 

Kinerja 

Kebutuhan 

Dana/Pagu 

Indikatif 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

7.01.01 

PROGRAM             

PENUNJANG             

URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Persentase Ketercapaian 

Sasaran Program OPD 

 

 100% 

 

3.653.074.700   100% 

 

3.577.764.000 

7.01.01.2.01 

Perencanaan,     

Penganggaran,     dan     

Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen 

Perencanaan,Penganggaran 

dan Evaluasi 

 
5 Dokumen 

dan 14 

Laporan  

             

32.000.000  

  

5 Dokumen  

dan 14 Laporan 

                

35.000.000  

7.01.01.2.01.01 

Penyusunan  Dokumen  

Perencanaan  Perangkat 

Daerah 

Jumlah     Dokumen     

Perencanaan     Perangkat 

Daerah 

 
1 Dokumen  

 

             

10.000.000  

 

  
1 Dokumen  

 

                  

5.000.000  

 

7.01.01.2.01.02 

 

Koordinasi   dan   

Penyusunan   Dokumen   

RKA- SKPD 

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen RKA-

SKPD 

 

1 Dokumen  

 

               

3.000.000  

 

  

1 Dokumen  

 

                  

5.000.000  

 



  

7.01.01.2.01.03 

 

Koordinasi       dan       

Penyusunan       Dokumen 

Perubahan RKA-SKPD 

 

 

Jumlah Dokumen Perubahan 
RKA-SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perubahan RKA-SKPD 

  

 

1 Dokumen 

  

 

 

 

3.000.000 

  

               

3.000.000  

 

                  

5.000.000  

 

 

7.01.01.2.01.04 
Koordinasi dan Penyusunan 

DPA-SKPD 

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen DPA-

SKPD 

  
 1 

Dokumen  

                  

3.000.000  
     1 Dokumen  

                   

5.000.000  

 

7.01.01.2.01.05 

Koordinasi   dan  

Penyusunan   Perubahan  

DPA- SKPD 

Jumlah Dokumen Perubahan 

DPA-SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 

Dokumen Perubahan DPA-SKPD 

  
 1 

Dokumen  

                  

3.000.000  
     1 Dokumen  

                   

5.000.000  

 

 

7.01.01.2.01.06 

Koordinasi  dan  

Penyusunan  Laporan  

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD 

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD 

   12 Laporan  
                  

10.000.000  
     12 Laporan  

                   

5.000.000  

 

7.01.01.2.01.07 

Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

Jumlah   Laporan   Evaluasi   

Kinerja   Perangkat 

Daerah 

   2 laporan                          2 laporan  
                   

5.000.000  



  

 

7.01.01.2.02. 

 

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen Pelaporan 

Kinerfja dan Adminmistrasi 

Keuangan Perangkat Daerah 

  12 bulan 
           

3.027.480.000  
    12 bulan 

            

3.164.164.000  

 

7.01.01.2.02.01 
Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 

Jumlah    Orang    yang    

Menerima    Gaji    dan 

Tunjangan ASN 

  

 24 

orang/Bula

n  

           

3.021.480.000  
     24 orang/Bulan  

            

3.154.484.000  

 

 

7.01.01.2.02.05 

Koordinasi  dan  

Penyusunan  Laporan  

Keuangan Akhir Tahun 

SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan Akhir 

Tahun  SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi  Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD 

   1 Laporan  
                  

3.000.000  
     1 Laporan  

                   

6.050.000  

 

 

 

7.01.01.2.02.07 

Koordinasi  dan  

Penyusunan  Laporan  

Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/ Semesteran 

SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan 

Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD dan Laporan 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semestera

n  SKPD 

   18 Laporan  
                  

3.000.000  
     18 Laporan  

                   

3.630.000  

 

7.01.01.2.05 
Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

Jumlah Peserta Pembinaan 

Administrasi Sumber Daya 

Aparatur di Kecamatan 

  31 orang 
                

61.265.500  
    31 orang 

                   

7.000.000  

 

 

7.01.01.2.05.09 

Pendidikan  dan  Pelatihan  

Pegawai  Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi 

Jumlah Pegawai Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi yang 

Mengikuti Pendidikan dan 

   31 Orang  
                

61.265.500  
     31 Orang  

                   

7.000.000  



Pelatihan 

 

7.01.01.2.06 
Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Jumlah Fasilitasi terhadap 

pelaksanaan Tupoksi Perangkat 

Daerah 

  12 bulan 
              

117.659.800  
    12 bulan 

                 

55.800.000  

 

 

7.01.01.2.06.01 

Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

Jumlah         Paket         

Komponen         Instalasi 

Listrik/Penerangan    Bangunan    

Kantor    yang Disediakan 

   1 Paket  
                  

3.000.000  
     1 Paket  

                   

3.000.000  

 

7.01.01.2.06.02 
Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

Jumlah    Paket    Peralatan    

dan    Perlengkapan 

Kantor yang Disediakan 

  8 Paket 
                

65.000.000  
    8 Paket 

                 

15.000.000  

 

7.01.01.2.06.04 
Penyediaan Bahan Logistik 

Kantor 

Jumlah   Paket   Bahan   Logistik   

Kantor   yang 

Disediakan 

   19 Paket  
                

14.479.000  
     19 Paket  

                 

10.000.000  

 

7.01.01.2.06.05 
Penyediaan Barang 

Cetakan dan Penggandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan 

dan Penggandaan 

yang Disediakan 

   4 Paket  
                

15.377.800  
     4 Paket  

                 

10.000.000  

 

 

7.01.01.2.06.06 

Penyediaan    Bahan    

Bacaan    dan    Peraturan 

Perundang-undangan 

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 

dan Peraturan Perundang-

Undangan yang Disediakan 

 

  
 12 

Dokumen  

                  

1.800.000  
     12 Dokumen  

                   

1.800.000  

 

7.01.01.2.06.07 

Penyediaan 

Bahan/Material 

Jumlah Paket Bahan/Material 

yang Disediakan 
   1 Paket  

                  

3.003.000  
     1 Paket  

                   

6.000.000  



 

 

7.01.01.2.06.09 

Penyelenggaraan      Rapat      

Koordinasi      dan 

Konsultasi SKPD 

Jumlah      Laporan      

Penyelenggaraan      Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

  12 Laporan 
                

15.000.000  
    12 Laporan 

                 

10.000.000  

 

7.01.01.2.07 

Pengadaan   Barang   Milik   

Daerah   Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah 

Jumlah Pengadaan Barang 

Milik Daerah  
  6 jenis 

              

128.156.000  
    6 jenis 

                 

60.000.000  

 

7.01.01.2.07.05 
Pengadaan Mebel 

Jumlah Paket Mebel yang 

Disediakan 
   2 Unit  

                

40.475.000  
     2 Unit  

                 

30.000.000  

 

7.01.01.2.07.06 
Pengadaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan dan 

Mesin Lainnya yang 

Disediakan 

   5 Unit  
                

87.681.000  
     5 Unit  

                 

30.000.000  

 

7.01.01.2.08 

Penyediaan        Jasa        

Penunjang        Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Jumlah Penyediaan  Jasa 

Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

  24 Laporan 
              

195.614.400  
    24 Laporan 

               

200.800.000  

 

7.01.01.2.08.02. Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik 

Jumlah  Laporan  Penyediaan  

Jasa  Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang Disediakan 

 

  12 laporan 
                

33.914.400  
    12 laporan 

                 

40.000.000  

 

7.01.01.2.08.04 
Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor 

Jumlah   Laporan   Penyediaan   

Jasa   Pelayanan 

Umum Kantor yang Disediakan 

  12 laporan 
              

161.700.000  
    12 laporan 

               

160.800.000  



 

 

7.01.01.2.09 

Pemeliharaan  Barang  

Milik  Daerah  Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Jumlah Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 

Urusdan Pemerintahan Daerah 

  29 Unit 
                

90.899.000  
    29 Unit 

                 

55.000.000  

 

7.01.01.2.09.06 
Pemeliharaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya 

Jumlah   Peralatan   dan   Mesin   

Lainnya   yang 

Dipelihara 

  6 Unit 
                

16.005.000  
    6 Unit 

                 

15.000.000  

 

7.01.01.2.09.09 

Pemeliharaan/Rehabilitasi  

Gedung  Kantor  dan 

Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

yang Dipelihara/Direhabilitasi 

   3 unit  
                

59.994.000  
     3 unit  

                 

30.000.000  

 

 

7.01.01.2.09.10 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

Jumlah  Sarana  dan  Prasarana  

Gedung  Kantor atau           

Bangunan           Lainnya           

yang 

Dipelihara/Direhabilitasi 

   20 unit  
                

14.900.000  
     20 unit  

                 

10.000.000  

 

 

7.01.02 

PROGRAM                            

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK 

Tingkat Kematangan Pelayanan 

Publik 
    

                

12.839.900  
      

                 

11.242.000  

 

 

7.01.02.2.02 

Penyelenggaraan   Urusan   

Pemerintahan   yang 

Tidak  Dilaksanakan  oleh  

Unit  Kerja  Perangkat 

Daerah yang Ada di 

Nilai Survey Kepuasan 

Masyarakat 
  

                     

84  

                

12.839.900  
                        86  

               

11.242.000    



Kecamatan 

 

 

7.01.02.2.02.03 

Peningkatan  Efektifitas  

Pelaksanaan  Pelayanan 

kepada Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan 

Jumlah      Laporan      

Peningkatan      Efektifitas 

Pelaksanaan  Pelayanan  kepada  

Masyarakat  di 

Wilayah Kecamatan 

   1 Laporan  
                

12.839.900  
     1 Laporan  

               

11.242.000    

 

 

7.01.03 

PROGRAM      

PEMBERDAYAAN      

MASYARAKAT 

DESA DAN KELURAHAN 

Persentase RKPDes yang 

ditetapkan tepat waktu 
  100% 

              

606.609.700  
    100% 

               

349.166.000  

 
  

Persentase Musrenbang Desa 

yang difasiltasi 
  100%       100%   

 

  

Persentase Pelaku Ekonomi di 

Wilayah Kecamatan yang 

difasilitasi 

  100%       100%   

 
  

Persentase Lembaga Ekonomi 

Masyarakat yang difasilitasi 
  100%       100%   

 

  

Persentase Lembaga 

Kemasyarakatan tingkat 

Kecamatan yang dibina 

  100%       100%   

 

7.01.03.2.01 

Koordinasi Kegiatan 

Pemberdayaan Desa 

Jumlah Pelaksanaan Koordinasi 

Pemberdayaan Desa 
    

              

386.835.000  
      

               

146.000.000  

 

7.01.03.2.01.01 
Peningkatan     Partisipasi     

Masyarakat     dalam 

Jumlah      Lembaga      

Kemasyarakatan      yang 
   7 lembaga 

Kemasyara

              

148.705.000  
     7 lembaga 

Kemasyarakata

                 

50.000.000  



Forum  Musyawarah  

Perencanaan  

Pembangunan 

di Desa 

Berpartisipasi     dalam     Forum     

Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di 

Desa 

katan  n  

 

 

7.01.03.2.01.02 

Sinkronisasi Program Kerja 

dan Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat 

yang Dilakukan oleh 

Pemerintah dan Swasta di 

Wilayah Kerja Kecamatan 

Jumlah Dokumen Sinkronisasi 

Program Kerja dan Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat 

yang Dilakukan oleh Pemerintah 

dan Swasta di Wilayah Kerja 

Kecamatan 

  
21 

Dokumen 

                

69.480.000  
    21 Dokumen 

                 

15.000.000  

 

 

7.01.03.2.01.03 

Peningkatan  Efektifitas  

Kegiatan  Pemberdayaan 

Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan 

Jumlah      Laporan      

Peningkatan      Efektivitas 

Kegiatan  Pemberdayaan  

Masyarakat  di  Wilayah 

Kecamatan 

   23 Laporan  
              

168.650.000  
     23 Laporan  

                 

81.000.000  

 

 

7.01.03.2.03 

Pemberdayaan       

Lembaga       

Kemasyarakatan 

Tingkat Kecamatan 

Persentase Lembaga 

Kemasyarakatan tingkat 

Kecamatan yang dibina 

  100% 
              

219.774.700  
    100% 

               

203.166.000  

 

7.01.03.2.03.01 
Penyelenggaraan Lembaga 

Kemasyarakatan 

Jumlah      Lembaga      

Kemasyarakatan      yang 

Diselenggarakan 

  5 lembaga 
              

219.774.700  
    5 lembaga 

               

203.166.000  

 

7.01.04 

PROGRAM   KOORDINASI   

KETENTRAMAN   DAN 

KETERTIBAN UMUM 

Persentase Penyelesaian Konflik 

di Kecamatan yang difasilitasi 
  100% 

              

189.136.200  
    100% 

               

105.262.000  



 

 

7.01.04.2.01 

Koordinasi            Upaya            

Penyelenggaraan 

Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 

Jumlah Pelaksananaan 

Koordinasi Penyelenggaraan 

trantibum 

  12 bulan 
              

121.973.900  
    12 bulan 

                 

82.617.600  

 

 

7.01.04.2.01.01 

Sinergitas dengan 

Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia  dan 

Instansi Vertikal di Wilayah 

Kecamatan 

Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 

dengan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Tentara 

Nasional   Indonesia   dan   

Instansi   Vertikal   di 

Wilayah Kecamatan 

  12 Laporan 
                

61.933.900  
    12 Laporan 

                 

65.000.000  

 

7.01.04.2.01.02 
Harmonisasi  Hubungan  

dengan  Tokoh  Agama dan 

Tokoh Masyarakat 

Jumlah    Laporan    Pelaksanaan    

Harmonisasi Hubungan   dengan   

Tokoh   Agama   dan   Tokoh 

Masyarakat 

  4 Laporan 
                

60.040.000  
    4 Laporan 

                 

17.617.600  

 

7.01.04.2.02 

Koordinasi Penerapan dan 

Penegakan Peraturan 

Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah 

Prosentase Pelanggaran yang 

tertanggani 
  100% 67.162.300     100% 22.644.400 

 

 

 

7.01.04.2.02.01 

Koordinasi/Sinergi dengan 

Perangkat Daerah yang 

Tugas dan Fungsinya di 

Bidang Penegakan 

Peraturan Perundang-

Undangan dan/atau 

Kepolisian Negara Republik 

Jumlah Laporan 

Koordinasi/Sinergi dengan 

Perangkat Daerah yang Tugas 

dan Fungsinya di Bidang 

Penegakan Peraturan 

Perundang- Undangan dan/atau 

Kepolisian Negara Republik 

  8 Laporan 
                

67.162.300  
    8 Laporan 

                 

22.644.400  
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7.01.05 

PROGRAM       

PENYELENGGARAAN       

URUSAN 

PEMERINTAHAN UMUM 

Persentase Penugasan Kepala 

Daerah yang difasilitasi 
  100%       100% 

                   

2.851.000  

 

7.01.05.2.01 

Penyelenggaraan  Urusan  

Pemerintahan  Umum 

Sesuai Penugasan Kepala 

Daerah 

Jumlah Kewenangan/Penugasan 

yang dilimpahkan 
  1 kegiatan       1 kegiatan 

               

178.825.000  

 

 

 

7.01.05.2.01.04 

Pembinaan Kerukunan 

Antar Suku dan Intra Suku, 

Umat Beragama, Ras, dan 

Golongan Lainnya Guna 

Mewujudkan Stabilitas 

Keamanan Lokal, Regional, 

dan Nasional 

Jumlah Orang yang Mengikuti 

Pembinaan Kerukunan Antar 

Suku dan Intra Suku , Umat 

Beragama, Ras, dan Golongan 

Lainnya Guna Mewujudkan     

Stabilitas     Keamanan     Lokal, 

Regional, dan Nasional 

           96 Orang  
                 

2.851.000    

 

7.01.06 

PROGRAM    PEMBINAAN    

DAN    PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA 

Persentase APBDes yang 

ditetapkan tepat waktu 
  100% 

              

204.238.400  
    100% 

                 

87.987.000  

 

7.01.06.2.01 

 

Fasilitasi, Rekomendasi dan 

Koordinasi Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan 

Desa 

Jumlah Desa yang difasilitasi 

penyelenggaraan Pembinaan 

dan Pengawasan Pemerintahan 

Desa 

  21 desa 
              

204.238.400  
    21 desa 

                 

87.987.000  

 

 
Fasilitasi Penyusunan 

Peraturan Desa dan 

Jumlah Dokumen yang 

Difasilitasi dalam rangka 

Penyusunan   Peraturan   Desa   

  
 21 

Dokumen  

                

21.008.000  
     21 Dokumen  

                 

15.000.000  



7.01.06.2.01.01 

 

Peraturan Kepala Desa dan   Peraturan Kepala Desa 

 

 

7.01.06.2.01.02 

 

Fasilitasi Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa 

Jumlah Dokumen yang 

Difasilitasi dalam rangka 

Administrasi Tata Pemerintahan 

Desa 

  
 21 

Dokumen  

              

62.975.000    
     21 Dokumen  

               

10.000.000    

 

 

7.01.06.2.01.03 

 

Fasilitasi    Pengelolaan    

Keuangan    Desa    dan 

Pendayagunaan Aset Desa 

Jumlah Dokumen yang 

Difasilitasi dalam rangka 

Pengelolaan Keuangan Desa dan 

Pendayagunaan 

Aset Desa 

  
 21 

Dokumen  

                

25.089.900  
     21 Dokumen  

                 

15.172.000  

 

7.01.06.201.05 

 

Fasilitasi  Pelaksanaan  

Tugas  Kepala  Desa  dan 

Perangkat Desa 

Jumlah    Dokumen    Fasilitasi    

dalam    rangka 

Pelaksanaan  Tugas  Kepala  

Desa  dan  Perangkat Desa 

  
 6 

Dokumen  

                

80.009.500  
     6 Dokumen  

                 

32.659.000  

 

7.01.06.2.01.06 

 

Fasilitasi Pelaksanaan 

Pemilihan Kepala Desa 

Jumlah    Dokumen    Fasilitasi    

dalam    rangka 

Pelaksanaan Pemilihan Kepala 

Desa 

  2 Dokumen 
           

15.156.000,00  
    2 Dokumen   

 

 

7.01.06.2.01.07 

 

Fasilitasi Pelaksanaan 

Tugas dan Fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa 

Jumlah    Dokumen    Fasilitasi    

dalam    rangka 

Pelaksanaan     Tugas     dan     

Fungsi     Badan 

Permusyawaratan Desa 

  

  

  

  

  

  

               

15.156.000    

 Jumlah   4.665.898.900    4.131.421.000 



 



BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

Rencana kerja dan pendanaan  Perangkat Daerah  Kecamatan Sidayu  tahun anggaran 

2023  sebagai berikut : 

Table 2.8 

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023  
Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik 

No 
Rekening 

Urusan/Program/
Kegiatan 

Lokasi Indikator Target 

Anggaran 
(Dalam Juta Rupiah) 

2023 2024 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

7.01.01 

PROGRAM             

PENUNJANG             

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

 

Persentase 

Ketercapaian 

Sasaran Program 

OPD 

 

100% 

 

        

3.653.074.700  

           

3.577.764.000  

7.01.01.
201 

Perencanaan,     

Penganggaran,     

dan     Evaluasi 

Kinerja Perangkat 

Daerah 

 

Jumlah Dokumen 

Perencanaan,Pen

ganggaran dan 

Evaluasi 

5 

Dokumen 

             

32.000.000  

                

35.000.000  

7.01.01.
201.01 

Penyusunan  

Dokumen  

Perencanaan  

Perangkat 

Daerah 

 

Jumlah     

Dokumen     

Perencanaan     

Perangkat 

Daerah 

1 

Dokumen 

 

             

10.000.000  

 

                  

5.000.000  

 

7.01.01.
201.02 

Koordinasi   dan   

Penyusunan   

Dokumen   RKA- 

SKPD 

 

 

Jumlah Dokumen 

RKA-SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen RKA-

SKPD 

1 

Dokumen  

 

               

3.000.000  

 

                  

5.000.000  

 

7.01.01.
201.03 

Koordinasi       dan       

Penyusunan       

Dokumen 

Perubahan RKA-

SKPD 

 

 

Jumlah Dokumen 

Perubahan RKA-

SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen 

Perubahan RKA-

SKPD 

1 

Dokumen  

 

               

3.000.000  

 

                  

5.000.000  

 



7.01.01.
201.04 

Koordinasi dan 

Penyusunan DPA-

SKPD 

 

 

Jumlah Dokumen 

DPA-SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen DPA-

SKPD 

1 

Dokumen  

 

               

3.000.000  

 

                  

5.000.000  

 

7.01.01.
201.05 

Koordinasi   dan  

Penyusunan   

Perubahan  DPA- 

SKPD 

 

 

Jumlah Dokumen 

Perubahan DPA-

SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen 

Perubahan DPA-

SKPD 

1 

Dokumen  

 

               

3.000.000  

 

                  

5.000.000  

 

7.01.01.
201.06 

Koordinasi  dan  

Penyusunan  

Laporan  Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD 

 

 

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

12 

Laporan  

 

               

10.000.000  

 

               

5.000.000  

 

7.01.01.
201.07 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

 

 

Jumlah   Laporan   

Evaluasi   Kinerja   

Perangkat 

Daerah 

2 laporan  

 

               0 

 

               

5.000.000  

 

7.01.01.
202 

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat Daerah 

 

 

Jumlah Dokumen 

Pelaporan 

Kinerfja dan 

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat 

Daerah 

12 bulan 

 

        

3.027.480.000  

 

           

3.164.164.000  

 

7.01.01.
202.01 

Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan ASN 

 

 

Jumlah    Orang    

yang    Menerima    

Gaji    dan 

Tunjangan ASN 

24 

orang/Bul

an  

 

        

3.021.480.000  

 

           

3.154.484.000  

 



7.01.01.
202.05 

Koordinasi  dan  

Penyusunan  

Laporan  Keuangan 

Akhir Tahun SKPD 

 

 

Jumlah Laporan 

Keuangan Akhir 

Tahun  SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi  

Penyusunan 

Laporan 

Keuangan Akhir 

Tahun SKPD 

1 Laporan  

 

               

3.000.000  

 

                  

6.050.000  

 

7.01.01.
202.07 

Koordinasi  dan  

Penyusunan  

Laporan  Keuangan 

Bulanan/ 

Triwulanan/ 

Semesteran SKPD 

 

 

Jumlah Laporan 

Keuangan 

Bulanan/ 

Triwulanan/ 

Semesteran SKPD 

dan Laporan 

Koordinasi 

Penyusunan 

Laporan 

Keuangan 

Bulanan/Triwulan

an/Semesteran  

SKPD 

18 

Laporan  

 

               

3.000.000  

 

                  

3.630.000  

 

7.01.01.
205 

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

 

 

Jumlah Peserta 

Pembinaan 

Administrasi 

Sumber Daya 

Aparatur di 

Kecamatan 

31 orang 

 

             

61.265.500  

 

                  

7.000.000  

 

7.01.01.
205.09 

Pendidikan  dan  

Pelatihan  Pegawai  

Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi 

 

 

Jumlah Pegawai 

Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi 

yang Mengikuti 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

31 Orang  

 

             

61.265.500  

 

                  

7.000.000  

 

7.01.01.
206 

Administrasi 

Umum Perangkat 

Daerah 

 

 

Jumlah Fasilitasi 

terhadap 

pelaksanaan 

Tupoksi 

Perangkat 

Daerah 

12 bulan 

 

           

117.659.800  

 

                

55.800.000  

 

7.01.01.
206.01 

Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

 

 

Jumlah         Paket         

Komponen         

Instalasi 

Listrik/Peneranga

n    Bangunan    

Kantor    yang 

Disediakan 

1 Paket  

 

               

3.000.000  

 

               

3.000.000  

 



7.01.01.
206.02 

Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor 

 

 

Jumlah    Paket    

Peralatan    dan    

Perlengkapan 

Kantor yang 

Disediakan 

8 Paket 

 

             

65.000.000  

 

                

15.000.000  

 

7.01.01.
206.04 

Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor 

 

 

Jumlah   Paket   

Bahan   Logistik   

Kantor   yang 

Disediakan 

19 Paket  

 

             

14.479.000  

 

                

10.000.000  

 

7.01.01.
206.05 

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

 

 

Jumlah Paket 

Barang Cetakan 

dan Penggandaan 

yang Disediakan 

4 Paket  

 

             

15.377.800  

 

                

10.000.000  

 

7.01.01.
206.06 

Penyediaan    

Bahan    Bacaan    

dan    Peraturan 

Perundang-

undangan 

 

 

Jumlah Dokumen 

Bahan Bacaan 

dan Peraturan 

Perundang-

Undangan yang 

Disediakan 

12 

Dokumen  

 

               

1.800.000  

 

               

1.800.000  

 

7.01.01.
206.07 

Penyediaan 

Bahan/Material 

 

 

Jumlah Paket 

Bahan/Material 

yang Disediakan 

1 Paket  

 

               

3.003.000  

 

                  

6.000.000  

 

7.01.01.
206.09 

Penyelenggaraan      

Rapat      Koordinasi      

dan 

Konsultasi SKPD 

 

 

Jumlah      

Laporan      

Penyelenggaraan      

Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi SKD 

12 

Laporan 

 

             

15.000.000  

 

                

10.000.000  

 

7.01.01.
207 

Pengadaan   

Barang   Milik   

Daerah   

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah 

Daerah 

 

Jumlah 

Pengadaan 

Barang Milik 

Daerah  

 

 

6 Jenis 

 

           

128.156.000  

 

                

60.000.000  

 

7.01.01.
207.05 

Pengadaan Mebel 

 

 

Jumlah Paket 

Mebel yang 

Disediakan 

2 Unit  

 

             

40.475.000  

 

                

30.000.000  

 

7.01.01.
207.06 

Pengadaan 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

 

 

Jumlah Unit 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

yang 

Disediakan 

5 Unit  

 

             

87.681.000  

 

                

30.000.000  

 



7.01.01.
208 

Penyediaan        

Jasa        Penunjang        

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

 

 

Jumlah fasilitasi 

terhadap 

pelaksanaan 

Tupoksi 

Perangkat 

Daerah 

12 Bulan 

 

           

195.614.400  

 

              

200.800.000  

 

7.01.01.
208.02 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik 

 

 

Jumlah  Laporan  

Penyediaan  Jasa  

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik yang 

Disediakan 

12 

laporan 

 

             

33.914.400  

 

                

40.000.000  

 

7.01.01.
208.04 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor 

 

 

Jumlah   Laporan   

Penyediaan   Jasa   

Pelayanan 

Umum Kantor 

yang Disediakan 

12 

laporan 

 

           

161.700.000  

 

           

160.800.000  

 

7.01.01.
209. 

Pemeliharaan  

Barang  Milik  

Daerah  Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

 

 

Jumlah Fasilitasi 

Pemeliharaan 

terhadap sarana 

prasarana 

Aparatur 

12 Bulan 

 

             

90.899.000  

 

                

55.000.000  

 

7.01.01.
209.06 

Pemeliharaan 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

 

 

Jumlah   

Peralatan   dan   

Mesin   Lainnya   

yang 

Dipelihara 

6 Unit 

 

             

16.005.000  

 

                

15.000.000  

 

7.01.01.
209.09 

Pemeliharaan/Reh

abilitasi  Gedung  

Kantor  dan 

Bangunan Lainnya 

 

 

Jumlah Gedung 

Kantor dan 

Bangunan 

Lainnya 

yang 

Dipelihara/Direha

bilitasi 

3 unit  

 

             

59.994.000  

 

                

30.000.000  

 

7.01.01.
209.10 

Pemeliharaan/Reh

abilitasi Sarana dan 

Prasarana Gedung 

Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

 

 

Jumlah  Sarana  

dan  Prasarana  

Gedung  Kantor 

atau           

Bangunan           

Lainnya           

yang 

Dipelihara/Direha

bilitasi 

20 unit  

 

             

14.900.000  

 

                

10.000.000  

 



7.01.02 

PROGRAM                            

PENYELENGGARAA

N 

PEMERINTAHAN 

DAN PELAYANAN 

PUBLIK 

 

Tingkat 

Kematangan 

Pelayanan Publik 

 

 

             

12.839.900  

 

              

                

11.242.000  

 

 

7.01.02.
202 

Penyelenggaraan   

Urusan   

Pemerintahan   

yang 

Tidak  

Dilaksanakan  oleh  

Unit  Kerja  

Perangkat Daerah 

yang Ada di 

Kecamatan 

 

Nilai Survey 

Kepuasan 

Masyarakat 

 

                 

84  

 

             

12.839.900  

 

                

11.242.000  

 

7.01.02.
202.03 

Peningkatan  

Efektifitas  

Pelaksanaan  

Pelayanan kepada 

Masyarakat di 

Wilayah 

Kecamatan 

 

 

Jumlah      

Laporan      

Peningkatan      

Efektifitas 

Pelaksanaan  

Pelayanan  

kepada  

Masyarakat  di 

Wilayah 

Kecamatan 

1 Laporan  

 

             

12.839.900  

 

                

11.242.000  

 

7.01.03 

PROGRAM      

PEMBERDAYAAN      

MASYARAKAT 

DESA DAN 

KELURAHAN 

 

Persentase 

RKPDes yang 

ditetapkan tepat 

waktu 

100% 

 

           

606.609.700  

 

              

349.166.000  

 

   

Persentase 

Musrenbang Desa 

yang difasiltasi 

100% 

 

  

   

Persentase 

Pelaku Ekonomi 

di Wilayah 

Kecamatan yang 

difasilitasi 

100% 

 

  

   

Persentase 

Lembaga 

Ekonomi 

Masyarakat yang 

difasilitasi 

100% 

 

  



   

Persentase 

Lembaga 

Kemasyarakatan 

tingkat 

Kecamatan yang 

dibina 

100% 

 

  

7.01.03.
201 

Koordinasi 

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Desa 

 

 

Jumlah 

Pelaksanaan 

Koordinasi 

Pemberdayaan 

Desa 

28 
Kegiatan 

           

386.835.000  

 

              

146.000.000  

 

7.01.03.
201.01 

Peningkatan     

Partisipasi     

Masyarakat     

dalam Forum  

Musyawarah  

Perencanaan  

Pembangunan 

di Desa 

 

 

Jumlah      

Lembaga      

Kemasyarakatan      

yang 

Berpartisipasi     

dalam     Forum     

Musyawarah 

Perencanaan 

Pembangunan di 

Desa 

7 

lembaga 

Kemasyar

akatan  

 

           

148.705.000  

 

                

50.000.000  

 

7.01.03.
201.02 

Sinkronisasi 

Program Kerja dan 

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat yang 

Dilakukan oleh 

Pemerintah dan 

Swasta di Wilayah 

Kerja Kecamatan 

 

 

Jumlah Dokumen 

Sinkronisasi 

Program Kerja 

dan Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat yang 

Dilakukan oleh 

Pemerintah dan 

Swasta di Wilayah 

Kerja Kecamatan 

21 

Dokumen 

 

             

69.480.000  

 

                

15.000.000  

 

7.01.03.
201.03 

Peningkatan  

Efektifitas  

Kegiatan  

Pemberdayaan 

Masyarakat di 

Wilayah 

Kecamatan 

  Jumlah      

Laporan      

Peningkatan      

Efektivitas 

Kegiatan  

Pemberdayaan  

Masyarakat  di  

Wilayah 

Kecamatan 

 23 

Laporan  

           

168.650.000  

                

81.000.000  

7.01.03.
203 

Pemberdayaan       

Lembaga       

Kemasyarakatan 

Tingkat Kecamatan 

  Persentase 

Lembaga 

Kemasyarakatan 

tingkat 

Kecamatan yang 

dibina 

100% 
           

219.774.700  

              

203.166.000  



7.01.03.
203.01 

Penyelenggaraan 

Lembaga 

Kemasyarakatan 

  Jumlah      

Lembaga      

Kemasyarakatan      

yang 

Diselenggarakan 

5 

lembaga 

           

219.774.700  

              

203.166.000  

7.01.04 

PROGRAM   

KOORDINASI   

KETENTRAMAN   

DAN 

KETERTIBAN 

UMUM 

  
Persentase 

Penyelesaian 

Konflik di 

Kecamatan yang 

difasilitasi 

100% 
           

189.136.200  

              

105.262.000  

7.01.04.
201 

Koordinasi            

Upaya            

Penyelenggaraan 

Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 

  Jumlah 

Pelaksananaan 

Koordinasi 

Penyelenggaraan 

Trantibum 

12 bulan 
           

121.973.900  

                

82.617.600  

7.01.04.
201.01 

Sinergitas dengan 

Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, 

Tentara Nasional 

Indonesia  dan 

Instansi Vertikal di 

Wilayah 

Kecamatan 

  Jumlah Laporan 

Hasil Sinergitas 

dengan 

Kepolisian Negara 

Republik 

Indonesia, 

Tentara Nasional   

Indonesia   dan   

Instansi   Vertikal   

di 

Wilayah 

Kecamatan 

12 

Laporan 

             

61.933.900  

                

65.000.000  

7.01.04.
201.02 

Harmonisasi  

Hubungan  dengan  

Tokoh  Agama dan 

Tokoh Masyarakat 

  Jumlah    Laporan    

Pelaksanaan    

Harmonisasi 

Hubungan   

dengan   Tokoh   

Agama   dan   

Tokoh 

Masyarakat 

4 Laporan 
             

60.040.000  

                

17.617.600  

7.01.04.
202 

Koordinasi 

Penerapan dan 

Penegakan 

Peraturan Daerah 

dan Peraturan 

Kepala Daerah 

  

Prosentase 

Pelanggaran yang 

tertanggani 

100% 
             

67.162.300  

                

22.644.400  



7.01.04.
202.01 

Koordinasi/Sinergi 

dengan Perangkat 

Daerah yang Tugas 

dan Fungsinya di 

Bidang Penegakan 

Peraturan 

Perundang-

Undangan 

dan/atau 

Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 

  Jumlah Laporan 

Koordinasi/Sinerg

i dengan 

Perangkat Daerah 

yang Tugas dan 

Fungsinya di 

Bidang 

Penegakan 

Peraturan 

Perundang- 

Undangan 

dan/atau 

Kepolisian Negara 

Republik 

Indonesia 

8 Laporan 
             

67.162.300  

                

22.644.400  

7.01.05 

PROGRAM       

PENYELENGGARAA

N       URUSAN 

PEMERINTAHAN 

UMUM 

  
Persentase 

Penugasan Kepala 

Daerah yang 

difasilitasi 

100%   
                  

2.851.000  

7.01.05.
201 

Penyelenggaraan  

Urusan  

Pemerintahan  

Umum 

Sesuai Penugasan 

Kepala Daerah 

  

Jumlah 

Kewenangan/Pen

ugasan yang 

dilimpahkan 

1 

kegiatan 
  

              

2.851.000  

7.01.05.
201.04 

Pembinaan 

Kerukunan Antar 

Suku dan Intra 

Suku, Umat 

Beragama, Ras, dan 

Golongan Lainnya 

Guna Mewujudkan 

Stabilitas 

Keamanan Lokal, 

Regional, dan 

Nasional 

  Jumlah Orang 

yang Mengikuti 

Pembinaan 

Kerukunan Antar 

Suku dan Intra 

Suku , Umat 

Beragama, Ras, 

dan Golongan 

Lainnya Guna 

Mewujudkan     

Stabilitas     

Keamanan     

Lokal, 

Regional, dan 

Nasional 

 96 Orang    
                

2.851.000    

7.01.06 

PROGRAM    

PEMBINAAN    DAN    

PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN 

DESA 

  
Persentase 

APBDes yang 

ditetapkan tepat 

waktu 

100% 
           

204.238.400  

                

87.987.000  



7.01.06.
201 

Fasilitasi, 

Rekomendasi dan 

Koordinasi 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Pemerintahan 

Desa 

  Jumlah Desa 

yang difasilitasi 

penyelenggaraan 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Pemerintahan 

Desa 

21 desa 
           

204.238.400  

                

87.987.000  

7.01.06.
201.01 

Fasilitasi 

Penyusunan 

Peraturan Desa dan 

Peraturan Kepala 

Desa 

  Jumlah Dokumen 

yang Difasilitasi 

dalam rangka 

Penyusunan   

Peraturan   Desa   

dan   Peraturan 

Kepala Desa 

 21 

Dokumen  

             

21.008.000  

                

15.000.000  

7.01.06.
201.02 

Fasilitasi 

Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa 

  Jumlah Dokumen 

yang Difasilitasi 

dalam rangka 

Administrasi Tata 

Pemerintahan 

Desa 

 21 

Dokumen  

           

62.975.000    

              

10.000.000    

7.01.06.
201.03 

Fasilitasi    

Pengelolaan    

Keuangan    Desa    

dan 

Pendayagunaan 

Aset Desa 

  Jumlah Dokumen 

yang Difasilitasi 

dalam rangka 

Pengelolaan 

Keuangan Desa 

dan 

Pendayagunaan 

Aset Desa 

 21 

Dokumen  

             

25.089.900  

                

15.172.000  

7.01.06.
201.05 

Fasilitasi  

Pelaksanaan  Tugas  

Kepala  Desa  dan 

Perangkat Desa 

  Jumlah    

Dokumen    

Fasilitasi    dalam    

rangka 

Pelaksanaan  

Tugas  Kepala  

Desa  dan  

Perangkat Desa 

 6 

Dokumen  

             

80.009.500  

                

32.659.000  

7.01.06.
201.06 

Fasilitasi 

Pelaksanaan 

Pemilihan Kepala 

Desa 

  Jumlah    

Dokumen    

Fasilitasi    dalam    

rangka 

Pelaksanaan 

Pemilihan Kepala 

Desa 

2 

Dokumen 

        

15.156.000 
  



7.01.06.
201.07 

Fasilitasi 

Pelaksanaan Tugas 

dan Fungsi Badan 

Permusyawaratan 

Desa 

  Jumlah    

Dokumen    

Fasilitasi    dalam    

rangka 

Pelaksanaan     

Tugas     dan     

Fungsi     Badan 

Permusyawaratan 

Desa   

  
              

15.156.000    

 J u m l a h 
        

4.665.898.900  

           

4.131.421.000  

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

Sebagai uraian akhir pada bab penutup rancangan akhir Rencana Kerja  Kecamatan 

Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2023 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renja  

dengan rincian sebagai berikut : 

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ini adanya rancangan akhir 

Rencana Kerja  Kecamatan Tahun 2023 sebagai penjabaran Rencana Strategis 

Kecamatan Sidayu Tahun 2021 - 2026 selanjutnya akan dijadikan dasar untuk 

menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-

OPD) Kecamatan Sidayu tahun 2024 

2. Dengan di buatnya rancangan akhir  Rencana Kerja Kecamatan tahun 2023 ini 

maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan 

dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan untuk dijadikan pedoman dalam 

operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program kegiatan 

tahunan 

3. Rancangan akhir Rencana Kerja Kecamatan Sidayu tahun 2023 ini akan dijadikan 

dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Aparatur Kecamatan sekaligus sebagai 

dasar pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKjIP ) 

Tahun 2023 

4. Diharapkan dengan tersusunnya rancangan akhir  Rencana Kerja Kecamatan  

Sidayu tahun 2023 ini dapat menjadi pedoman Aparatur Pemerintah Kecamatan di 

dalam melaksanakan program kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

5. Rancangan akhir Renja Kecamatan Sidayu Tahun 2023 ini akan dijadikan dasar 

pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif  tahun 2023 dan sekaligus 

sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi  tahun 2023  

6. Diharapkan dengan tersusunnya rancangan akhir Renja Kecamatan Sidayu Tahun 

2023 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk 

taat asas dalam perencanaan kinerja tahun 2023 dan dapat dihindari adanya RKA-

OPD yang keluar dari kesepakatan dalam Renja. 

Gresik,    Juni  2022 

CAMAT SIDAYU 

 

NURYADI, S.Pd. MM 
Pembina Tk. I 

NIP. 19671020 198803 1 009 
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